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Learn to appreciate a process for a change. 
Successful people take the path towards the destination 
through great obstacles and difficulties.  
So, don’t always say “there is still time” or “later”. Do it 









Assalamuallaikum Wr. Wb. 
Mayoritas masyarakat Indonesia menetap di desa. Namun, yang terjadi 
sekarang justru terdapat banyak permasalahan yang terjadi di desa, mulai dari 
tingginya angka kemiskinan, sulitnya akses pendidikan dan kesehatan, rendahnya 
kualitas SDM dan lain sebagainya. Padahal desa merupakan daerah vital dalam 
menjadi garda terdepan pembangunan nasional Indonesia. Jantung pembangunan 
itu sejatinya terdapat di desa. Sudah saatnya desa bisa mandiri dalam berbagai 
bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini karena bidang ekonomi 
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam bermasyarakat. Oleh karena 
itu, aktor-aktor politik desa harus berfikir keras agar pembangunan di desa benar-
benar menyasar pada kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai upaya dapat 
dilakukan oleh aktor politik desa, salah satunya dengan mendirikan dan 
mengembangkan BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian desa yang mana 
tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.  
Berawal dari hal itulah, Penulis memantabkan diri untuk mengambil 
penelitian yang tertuang dalam Karya Ilmiah Skripsi ini sebagai persembahan 
kepada seluruh pembaca tanpa terkecuali. Penulis yakin bahwa segala sesuatu 
termasuk selesainya Skripsi ini telah direncanakan oleh Allah SWT. Penulis juga 
yakin bahwa rencana terbaik selalu diberikan Allah SWT kepada umatnya. Karena 
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Feny Nurvianto, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2017. MODEL 
PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA 
(Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Maju Makmur, Desa Minggirsari, 
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar). Tim Pembimbing: Juwita 
Hayyuning Prastiwi, S.IP, M.IP dan Tri Hendra Wahyudi, S.IP, M.IP 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model proses implementasi kebijakan 
dalam pengelolaan BUM Desa. BUM Desa merupakan salah satu bentuk untuk 
mewujudkan kemandirian perekonomian di desa. Mewujudkan pembangunan desa, 
khususnya di bidang ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam 
pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan tersebut, desa dapat 
mendirikan BUM Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Penelitian ini dilaksanakan di BUM Desa Maju Makmur, Desa Minggirsari, karena 
Desa Minggirsari memiliki BUM Desa terbaik nasional kategori agricultural. 
Namun, walaupun memiliki BUM Desa terbaik nasional, Desa Minggirsari masih 
tergolong ke dalam Desa Berkembang. Teori yang digunakan sebagai pisau analisa 
penelitian ini adalah teori model proses implementasi kebijakan milik Donald Van 
Meter dan Carl Van Horn untuk menganalisa dalam pengelolaan BUM Desa. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan 
observasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive. 
Selanjutnya, data yang didapat dianalisa melalui teknik kondensasi data, display 
data dan penarikan kesimpulan. Untuk validasi data, penelitian ini menggunakan 
teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, 
implementasi berlangsung dengan baik. Hanya saja produk hukum yang menjadi 
dasar pembentukan BUM Desa masih menggunakan Perbup Blitar Nomor 8 tahun 
2011, walaupun telah ada UU Nomor 6 tahun 2014 dan Permendesa Nomor 4 tahun 
2015. Selain itu, minimnya potensi desa menjadi permasalahan tersendiri bagi 
implementor kebijakan. Hasil penelitian lainnya adalah bahwa keterkaitan antara 
kebijakan dan kinerja BUM Desa tidak selalu dapat berjalan dengan sempurna. 
Sehingga memunculkan patologi atau permasalahan dalam implementasi kebijakan 
seperti adanya kepentingan private dari implementor kebijakan yang merugikan 
BUM Desa, ketidakpatuhan kelompok sasaran kebijakan dan persepsi masyarakat 
terhadap kebijakan BUM Desa. 
 






Feny Nurvianto, Undergraduate Program, Political Science Department, 
Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya Malang, 2017. 
A MODEL OF THE POLICY IMPLEMENTATION PROCESS OF RURAL-
OWNED ENTERPRISE (Study at Rural-Owned Enterprise (BUM Desa) 
Maju Makmur, Minggirsari Village, Kanigoro Subdistrict, Blitar Regency). 
Mentor Team: Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP, M.IP and Tri Hendra 
Wahyudi, S.IP, M.IP 
This research aims to review a model of the policy implementation process in the 
Rural-Owned Enterprise (BUM Desa). BUM Desa is one way to achieve economic 
independence in the village. To realize rural development, especially in economy 
is one of the main pillar in national development. To support that development, 
villages can build BUM Desa in accordance with ACT of The Republic of Indonesia 
No. 6 of 2014 about Village. This research was carried out at BUM Desa Maju 
Makmur, Minggirsari Village, because the Minggirsari Village has BUM Desa 
which is the best in Indonesia in agriculture category. But, even though it has the 
best national BUM Desa, Minggirsari Village still classifies as a Developing 
Village. The theory that are used as to analyze in this research is a theory model of 
the policy implementation process by Donald Van Meter and Carl Van Horn to 
analyze the management of BUM Desa. The methodology used in this research is 
descriptive qualitative, with data collection technique through interviews , the study 
documentation and observation. The determination of informants was done by 
using purposive method. Then, the data is analyzed through data condensation, data 
display and conclusion. For data validation, this research used the source 
triangulation technique. The result of this research shows that in general, the 
implementation has been running well. It’s just legal products which to base the 
BUM Desa still used Regulation of Blitar Regent (Perbup) No. 8 of 2011, although 
there have been ACT of The Republic of Indonesia No 6 of 2014 and Regulation 
of Village Minister (Permendesa) No. 4 of 2015. Moreover, lack of potential of the 
village has been a problem image for implementor policy. The other results of the 
research is that the links of policy and performance BUM Desa can’t always work 
perfectly. So that it develops a pathology or problem for the policy implementation, 
the likes of private interest by the policy implementor that hurts BUM Desa, 
disobedience of the target group of the policy and public perceptions in policy of 
BUM Desa. 
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1.1. Latar Belakang 
Desa merupakan tingkat paling rendah untuk mengamati interaksi antara 
Pemerintah dengan masyarakatnya. Di Indonesia, desa sering kali diidentikkan 
dengan suatu wilayah yang kurang maju jika dibandingkan dengan kota dalam 
berbagai bidang, seperti pada bidang sosial, politik dan ekonomi. Tingkat 
kesejahteraan yang relatif masih rendah merupakan salah satu yang menjadi ciri 
bagi masyarakat desa.1 Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kemajuan 
dan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal jika dibandingkan dengan kota, yaitu 
antara lain luasnya wilayah pedesaan, jumlah penduduk yang banyak, tingkat 
pendapatan dan pendidikan yang rendah serta modal usaha, investasi dan 
penerimaan informasi yang masih lemah.2 Oleh karena itu, desa seringkali 
dipandang setengah mata oleh sebagian kalangan.  
Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya untuk memahami istilah dari 
desa. Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, secara istilah 
pengertian Desa adalah sebagai berikut: 
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
                                                          
1 Suharto, Didik G. 2016. Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 
22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014). Yogyakarta: Pustaka pelajar. 
Hlmn:3 
2 Yansep TP. 2014. Revolusi dari Desa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlmn: 1 
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berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”3 
Pada dasarnya, sejarah terbentuknya desa seringkali dikarenakan persamaan 
identitas dan budaya pada suatu wilayah serta memiliki ikatan yang masih sangat 
kuat antara penduduk satu dengan penduduk lainnya. Dalam mengatur suatu urusan 
desa, baik itu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah maupun dalam 
menjalankan kepentingan masyarakat setempat, dilakukan oleh Pemerintahan Desa 
yang terdiri dari beberapa unsur seperti Pemerintah Desa (Kepala Desa dan 
Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa  (LPMD) serta Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW) 
yang dibentuk sesuai dengan kearifan lokal yang ada di setiap desa.  
Walaupun adanya penguatan tentang keberadaan desa yang diatur dalam 
UU Desa tersebut, tetapi tidak lantas menghilangkan permasalahan-permasalahan 
yang ada di desa. Masalah yang seringkali dihadapi desa adalah masih tingginya 
tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang 
dialami oleh setiap wilayah, khususnya yang berada di pedesaan. Menurut data 
Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kemiskinan di desa lebih tinggi dari pada di 
kota. Data yang dipublikasi pada bulan September tahun 2013 memaparkan bahwa 
jumlah penduduk miskin di desa mencapai 17.920.000 orang atau sekitar 14,42%, 
sedangkan jumlah penduduk miskin di kota sebesar 10.630.000 orang atau sekitar 
8,52%.4 Dari data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah kemiskinan di desa lebih 
                                                          
3 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1  
4 Badan Pusat Statistik. 2014. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis 
Kemiskinan, 1970 – 2013. Diakses dari https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494 pada 
tanggal 16 November 2016. 
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besar dari pada di kota, hal inilah yang juga menyebabkan masih rendahnya tingkat 
kesejahteraan masyarakat di desa. 
Seperti yang terjadi pada Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, 
Kabupaten Blitar. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Desa Minggirsari adalah 
terkait dengan kemiskinan dan masih rendahnya kualitas Sumber Daya 
Manusianya. Berdasarkan data Pemerintah Desa Minggirsari, secara administratif 
Desa ini terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Karang Kendal, Dusun Brintik 
dan Dusun Ngrempak dengan jumlah penduduk 3.786 jiwa pada tahun 2010 dengan 
perincian 1.939 laki-laki dan 1.847 perempuan yang terdiri dari 1.146 Kartu 
Keluarga (KK).5 Dari jumlah KK Desa Minggirsari tersebut, tercatat data dari 
Badan Pusat Statistik bahwa terdapat 257 rumah tangga miskin. Tingkat 
kemiskinan di Desa Minggirsari termasuk masih tinggi. Salah satu faktor yang 
melatarbelakangi tingkat kemiskinan yang masih tinggi adalah rendahnya kualitas 
tingkat pendidikan di Desa Minggirsari. Tercatat dari data Pemerintah Desa 
Minggirsari, bahwa terdapat 1.803 warga atau sekitar 45,7% merupakan tamatan 
Sekolah Dasar (SD).6 Hal inilah yang menjadi salah satu faktor masih tingginya 
kemiskinan di Desa Minggirsari.  
Jika dilihat secara kritis, kemiskinan di pedesaan seperti yang terjadi pada 
desa sebagai suatu akibat dari proses pemusatan kekayaan dan kekuasaan.7 Hal ini 
terjadi karena adanya para elite lokal yang berupaya menguasai daerah pedesaan. 
                                                          
5 Pemerintah Desa Minggirsari. 2017. Profil Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten 
Blitar. 
6 Ibid.  
7 Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang (Pepep Sudradjat, Penerjemah; 
M. Dawam Rahardjo, Pengantar) Jakarta: LP3ES. Hlmn: 48  
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Kemampuan elite lokal untuk memusatkan kekayaan di tangan beberapa orang 
seperti membuat harga murah dari hasil pertanian, dapat mengakibatkan 
masyarakat yang miskin menjadi lebih miskin. Dengan demikian, yang kaya dan 
berkuasa akan semakin lebih kuat, sehingga masyarakat mayoritas tetap dalam 
keadaan miskin dan menimbulkan ketimpangan yang sangat besar antara elite lokal 
dengan masyarakat mayoritas. Oleh karena itu, desa mengalami kesulitan untuk 
mencapai suatu kemandirian desa. 
Orientasi pembangunan top–down secara terpusat merupakan salah satu 
penyebab dari kurang mandirinya desa. Pembangunan sekarang harus difokuskan 
pada desa atau bisa disebut bottom–up sesuai dengan otonomi desa. Hal ini karena 
desa menempati posisi yang paling vital dalam negara. Hal lain adalah karena 
masyarakat kebanyakan tinggal di desa, serta banyak masalah elementer atau 
mendasar yang hanya dapat diatasi dari wilayah di pedesaan.8 Adanya kebijakan 
politik yang termuat di dalam UU Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa yang 
membedakan antara desa secara administratif dengan desa adat serta adanya dana 
dari APBN yang masuk ke kas desa, mengindikasikan bahwa terdapat perubahan 
orientasi pembangunan dari pemerintah pusat terhadap keberadaan desa.9  
Dengan berlakunya UU Desa tersebut, Desa dalam menjalankan 
pemerintahannya dapat lebih mandiri. Hal ini dikarenakan Desa memiliki 
wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan potensi sumber daya, 
baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang dimiliki untuk 
                                                          
8 Suharto, Didik G. Op.Cit. Hlmn: 6 
9 Yansep TP. Op.Cit.  
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meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kewenangan lainnya yang dimiliki 
oleh desa adalah membuat Peraturan Desa (Perdes) yang dibahas dan disepakati 
antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta juga 
masyarakat desa; pembinaan terhadap masyarakat  desa; dan juga memiliki 
wewenang untuk mengelola keuangan dan aset desa serta menjalankan 
pembangunan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Oleh 
karena itu, Pemerintahan Desa harus memiliki kreatifitas dan inovasi dalam 
mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada di desa.  
Berlakunya UU Desa tersebut juga telah merubah paradigma lama tentang 
pembangunan. Fokus pembangunan dari desa dianggap lebih efektif untuk 
pembangunan nasional karena desa merupakan wilayah terdepan yang dapat 
menjangkau sasaran masyarakat yang hendak disejahterakan. Dalam suatu 
pembangunan desa, pembangunan perekonomian desa merupakan salah satu bidang 
yang menjadi fokus utama. Hal ini dikarenakan ekonomi merupakan titik dasar 
penggerak pembangunan seiring dengan pembangunan kualitas sumber daya 
manusia dan selaras dengan bidang pembangunan lainnya, seperti pada bidang 
pembangunan infrastruktur.  Untuk itu, pemerintah desa bersama dengan 
masyarakat memiliki kewajiban untuk menggali, mengelola dan mengembangkan 
segala potensi yang ada guna mencapai pembangunan yang maksimal. 
Untuk menunjang urusan pembangunan tersebut, khususnya pada 
pembangunan ekonomi desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan sesuai 
dengan UU Desa untuk membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa 
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(BUM Desa) yang dibentuk dari musyawarah desa.10 Dalam pengelolaannya, BUM 
Desa dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Tujuan 
dari pendirian BUM Desa adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa 
yang ada, memajukan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan bagi 
masyarakat desa.11 Selain itu, BUM Desa diharapkan mampu menemukan potensi, 
mengelola dan mengembangkannya untuk kesejahteraan masyarakat desa. 
Dalam perencanaan dan pembentukannya, BUM Desa dibangun atas 
prakarsa atau inisiasi dari masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip kooperatif, 
partisipatif dan emansipatif.12 BUM Desa dibentuk dan didirikan oleh desa dengan 
harapan untuk mampu memberikan stimulus dan penggerak roda perekonomian di 
pedesaan untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Adanya BUM 
Desa dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat desa dengan prinsip dari desa, oleh 
desa dan untuk desa. BUM Desa dapat berfungsi sebagai pilar dalam mewujudkan 
peningkatan kemandirian perekonomian desa, sehingga dapat lebih memajukan 
desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  
Keberadaan BUM Desa di Indonesia tampak tumbuh secara positif. Seperti 
yang dilansir oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Kemendesa PDTT), jumlah BUM Desa menanjak tajam dari 1.022 
                                                          
10 Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan 
Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat 
strategis yang meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang 
masyk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar 
biasa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. (UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bagian 
Keenam tentang Musyawarah Desa. Pasal 54. 
11 Suharto, Didik G. Op.Cit. Hlmn: 227 
12 Maryunani, Toto Rahardjo & Unti Ludigdo. 2006. Penguatan Keuangan dan Perekonomian Desa. 




unit pada tahun 2015 lalu, menjadi 12.848 unit pada tahun 2016.13 Data tersebut, 
mengindikasikan bahwa BUM Desa hadir sebagai lembaga sosial dan lembaga 
ekonomi yang dianggap mampu meningkatkan kemandirian perekonomian desa. 
Bentuk dari masing-masing BUM Desa pun sangat beragam. Terdapat beberapa 
kategori untuk mengklasifikasikan bentuk dari BUM Desa. Perspektif bentuk dari 
BUM Desa di setiap desa di Indonesia dapat beragam sesuai dengan karakteristik 
lokalnya.14 BUM Desa memiliki fungsi sebagai lembaga yang menampung segala 
potensi dan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada menurut ciri khas suatu desa 
tertentu. 
Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa 
Timur merupakan salah satu desa yang memiliki BUM Desa guna untuk 
meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa. BUM Desa tersebut bernama 
BUM Desa Maju Makmur yang berdiri sejak tahun 2008. BUM Desa Maju Makmur 
merupakan salah satu BUM Desa yang mendapatkan penghargaan sebagai BUM 
Desa terbaik nasional. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada 
BUM Desa yang dinilai baik dalam mengelola dan meningkatkan perekonomian 
desa. Kemendesa PDTT memberikan penghargaan kepada BUM Desa-BUM Desa 
terbaik ini pada acara Rembuk Desa Nasional yang diselenggarakan pada Senin, 7 
November 2016.15 Dalam acara tersebut, BUM Desa Maju Makmur milik Desa 
Minggirsari merupakan BUM Desa terbaik kategori Rintisan Eco–Agriculture. 
                                                          
13 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016. 
Diakses dari http://www.kemendesa.go.id/index.php/view/detil/1932/40-bumdes-raih-omzet-
ratusan-juta-hingga-rp8-miliar-per-tahun pada tanggal 17 November 2016 
14 Maryunani, Toto Rahardjo & Unti Ludigdo. Op.Cit. Hlmn: 85 




BUM Desa Maju Makmur merupakan satu–satunya BUM Desa di Jawa Timur yang 
menerima penghargaan nasional ini. Penghargaan ini didapat karena BUM Desa 
Maju Makmur mampu melihat potensi yang ada di Desa Minggirsari berupa sektor 
pertanian dan kemudian menggalinya dan dikelola serta  dikembangkan secara 
profesional.  
BUM Desa yang mampu melihat potensi–potensi yang ada pada desa, dapat 
menjadi nilai lebih bagi desa dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian 
yang ada di desa secara mandiri. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan 
memberdayakan masyarakat yang ada di desa. Karena dengan berdayanya 
masyarakat desa, maka masyarakat pun akan mandiri dengan sendirinya. Sehingga 
nantinya perekonomian di desa menjadi kuat dan mandiri untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  
Walaupun Desa Minggirsari memiliki BUM Desa terbaik tingkat nasional, 
tetapi menurut data yang dirilis oleh Kemendesa PDTT menyebutkan bahwa Desa 
Minggirsari masih tergolong ke dalam Desa Berkembang, belum menjadi Desa 
Mandiri. Status Desa Berkembang yang disandang oleh Desa Minggirsari 
diperloleh dengan beberapa kriteria dengan indeks pembangunan desa 69,00; 
indeks pelayanan dasar 77,00; indeks kondisi infrastruktur 59,00; indeks 
aksesibilitas/transportasi 62,00; indeks pelayanan publik 55,00; indeks 
penyelenggaraan pemerintah 96,00.16 Hal ini menjadi permasalahan tersendiri 
karena walaupun memiliki BUM Desa yang telah diakui terbaik oleh Kemendesa 
                                                          
16 Indikator indeks dimensi utama. Data Desa, Data Daerah Tertinggal dan Tertentu, Data 
Transmigrasi. Diakses dari http://datin.kemendesa.go.id/pusdatin/simpora1/ipd_rekap_ 
desasmry.php pada tanggal 1 November 2016 
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PDTT, belum mampu membawa Desa Minggirsari menjadi desa yang mandiri. 
Asumsi awal Peneliti bahwa hal ini terjadi karena BUM Desa merupakan salah satu 
bentuk kebijakan top-down. Dasar asumsi awal tersebut adalah BUM Desa 
merupakan program pelaksanaan intruksi dari Pemerintah Pusat yang tertuang 
dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 
tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Desa. 
Hal tersebut juga tidak terlepas dari model proses dalam implementasi 
kebijakan BUM Desa. Dalam pengelolaan BUM Desa, tentu ada aktor-aktor politik 
desa yang terlibat guna menjalankan implementasi kebijakan dari BUM Desa itu 
sendiri. Model dari implementasi kebijakan menarik untuk diteliti guna mengetahui 
bagaimana model implementasi kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan 
BUM Desa.  
Dalam melihat hal tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi 
kebijakan sebagai pisau analisis dalam membahas BUM Desa sebagai media yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Berangkat dari 
titik tolak tersebut, maka Penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai 
tema dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Model Proses 
Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha 
Milik Desa Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, 
Kabupaten Blitar)”. Hal ini penting untuk diteliti karena saat ini paradigma 
pembangunan dari desa ternyata belum seutuhnya dilakukan. Mengingat lagi bahwa 
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pembangunan desa khususnya di bidang ekonomi merupakan salah satu pilar utama 
dalam pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan dari desa merupakan 
pembangunan yang paling menyentuh masyarakat karena berada pada tingkatan 
yang sangat dekat dengan masyarakat serta juga merupakan salah satu program 
utama Pemerintah Indonesia era Presiden Jokowi yang termuat dalam Nawa Cita. 
Sehingga diharapkan mampu memahami permasalahan-permasalahan riil yang 
dihadapi oleh masyarakat. 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan inti dari masalah yang hendak untuk diteliti. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka dalam 
penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana model proses implementasi kebijakan pada Badan Usaha Milik 
Desa (BUM Desa) Maju Makmur di Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui model proses implementasi kebijakan pada Badan 
Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Makmur di Desa Minggirsari, 
Kabupaten Blitar. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adanya penelitian ini, diharapkan menghasilkan manfaat seperti yang 




1.4.1. Manfaat Secara Akademis 
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan 
sekaligus memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan. Selain itu, 
diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik dalam bidang 
implementasi kebijakan politik lokal di tingkat desa.  
1.4.2. Manfaat Secara Praktis 
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan untuk 
perkembangan dan keberlangsungan BUM Desa. Dengan adanya analisa dari hasil 
penelitian ini, juga diharapkan dapat menjadikan acuan bagi aktor atau pihak-pihak 
yang terlibat dalam mengelola BUM Desa agar menjadikan BUM Desa sebagai 
motor penggerak ekonomi desa. Dan harapannya dapat menjadi BUM Desa yang 
lebih maju serta dapat mensejahterakan masyarakat desa melalui peningkatan 
kemandirian perekonomian desa. 
1.5. Penelitian Terdahulu 
Sub Bab ini menjelaskan tentang penelitian yang sebelumnya pernah 
dilakukan. Fungsi dari penelitian terdahulu adalah untuk dijadikan acuan dan kajian 
terhadap penelitian yang dilakukan sekarang. Dengan penelitian terdahulu 
dijadikan acuan, maka dapat diketahui perbedaan atau pembaharuan antara 
penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan. Sehingga 
penelitian terdahulu dapat dikatakan sebagai pembanding dari penelitian sekarang. 
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Penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian yang membahas tentang BUM 
Desa. 
Kajian terhadap penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian 
ini, pertama adalah penelitian dari Benny Ferdian, mahasiswa Fakultas Hukum, 
Universitas Lampung, Bandar Lampung. Penelitian dengan judul “Eksistensi 
Badan Usaha Milik Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh 
Candra Kencana Kecamatan Tulung Bawang Tengah, Kabupaten Tulung Bawang 
Barat” dilakukan pada tahun 2016.  Sudut pandang permasalahan yang diambil 
adalah tentang eksistensi BUM Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa 
(PA Desa) di Tiyuh Candra Kecana serta kendala-kendala yang dihadapi dalam 
pembentukan serta pengelolaan BUM Desa Artha Kencana. Metode penelitian yang 
digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa eksistensi BUM Desa Artha Kencana terhadap peningkatan PA Desa 
memberikan kontribusi nyata bagi Tiyuh Candra Kencana, serta kendala yang 
dihadapi dalam pengelolaan BUM Desa adalah kemampuan sumber daya manusia 
dalam mengelola BUM Desa yang masih kurang.  
Penelitian selanjutnya adalah dari Singgih Tri Atmojo, mahasiswa Ilmu 
Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 
Penelitian dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Temurejo, 
Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi)”, dilakukan pada tahun 2015. 
Sudut pandang permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang peran dari BUM 
Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, 
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Kabupaten Banyuwangi. Dasar teoritis yang digunakakan untuk menganalisa 
penelitian ini adalah konsep kesejahteraan sosial, konsep pemberdayaan 
masyarakat dan konsep kelembagaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif 
dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive untuk informan pokok 
dan snowball untuk informan tambahan. Hasil dari penelitian ini adalah 
menyimpulkan bahwa peran BUM Desa dalam pemberdayaan masyarakat 
mempunyai tujuan profit yang nantinya sisa hasil usaha digunakan untuk 
kepentingan lingkungan dan masyarakat yang kurang mampu. Peran dari BUM 
Desa antara lain adalah sebagai pemercepat perubahan, peran sebagai perantara, 
peran sebagai pendidik, peran sebagai ahli dan peran sebagai perancana sosial. 
Selain itu, BUM Desa juga memiliki program-program dalam perannya 
memberdayakan masyarakat seperti program simpan pinjam, persewaan tanaman 
jeruk dan tanaman buah naga serta program peternakan hewan. 
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Dalam penelitian yang dilakukan sekarang tentu memiliki perbedaan 
dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas. Pada penelitian ini, sudut 
padang permasalahan yang diambil adalah tentang model proses implementasi 
kebijakan dalam mengelola dan mengembangkan BUM Desa Maju Makmur di 
Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar. Pisau analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan teori implementasi kebijakan milik Donald Van 
Meter dan Carl Van Horn untuk melihat model proses implementasi kebijakan 





2.1. Dasar Teoritis 
Dasar teoritis merupakan teori yang relevan dengan permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini. Dalam sub-bab ini akan disampaikan tentang teori yang 
dipergunakan sebagai dasar analisis penelitian. Dasar teoritis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model proses implementasi kebijakan (a model of the 
policy implementation process) yang digagas dan dikembangkan oleh Donald Van 
Meter dan Carl Van Horn (1975). Model proses implementasi kebijakan digunakan 
sebagai dasar dalam menganalisis tentang pengelolaan BUM Desa yang ada di Desa 
Minggirsari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.  
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik 
Thomas R. Dye dalam Solichin Abdul Wahab memaparkan bahwa 
kebijakan publik merupakan, “whatever governments choose to do or not to do” 
(segala pilihan tindakan apapun yang dilakukan maupun tidak ingin dilakukan oleh 
pemerintah).1 Sedangkan Pakar Inggris, W.I. Jenkins dalam Solichin Abdul Wahab 
menjelaskan kebijakan publik sebagai berikut:2  
“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors 
concerning the selection of goals and the means of achieving them within a 
specified situation where these decisions should, in principle, be within the power 
                                                          
1 Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 
Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlmn: 14 
2 Ibid. Hlmn: 15 
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of these actors to achieve”, (Serangkaian keputusan yang saling terkait dan diambil 
oleh seorang atau sekelompok aktor politik, berkenaan dengan tujuan yang telah 
dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Pada prinsipnya, 
keputusan-keputusan itu masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan 
dari para aktor yang terlibat.) 
Sementara itu, Pakar Prancis, Lemieux merumuskan kebijakan publik 
sebagai “the product of activities aimed at the resolution of public problems in the 
environment by political actors whose relationship are structured. The entire 
process evolves over time.”, (Suatu produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan 
untuk memecahkan permasalahan-permasalahan publik yang terjadi di lingkungan 
tertentu dan dilakukan oleh aktor-aktor politik yang memiliki hubungan terstruktur. 
Keseluruhan proses aktivitas tersebut berlangsung sepanjang waktu.)3 
Menurut Miriam Budiardjo, kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan 
keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha 
untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Miriam 
Budiardjo, prinsip dari suatu kebijakan adalah bahwa pihak yang membuat 
kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.4 
Sementara itu, Rahardjo Adisasmita menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah 
kebijakan atau cara bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai 
suatu tujuan dan sasaran pembangunan kepada publik atau masyarakat serta untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.5 
                                                          
3 Loc.cit. 
4 Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlmn: 20 
5 Adisasmita, Rahardjo. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlmn: 1 
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Muchlis Hamdi dalam bukunya mengartikan kebijakan publik sebagai suatu 
pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk 
perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.6 Masih 
menurut Muchlis Hamdi, setidaknya terdapat tiga karakter utama dalam suatu 
kebijakan publik yaitu setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan untuk 
menyelesaikan masalah publik; setiap kebijakan publik selalu merupakan pola 
tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan; serta kebijakan publik 
selalu termuat dalam hukum posisif.7 Oleh karena itu, kebijakan publik dapat 
diartikan sebagai suatu produk dari lingkungan pemerintahan sebagai pola tindakan 
pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik yang nantinya juga akan 
memberi dampak atau pengaruh terhadap perkembangan lingkungan publik. 
Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang khas sehingga memiliki 
ciri-ciri tertentu yang dapat diamati. Solichin Abdul Wahab  mengemukakan dalam 
bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-
Model Implementasi Kebijakan Publik”, setidaknya terdapat 4 ciri-ciri yang 
menjadikan khas dari suatu kebijakan publik. Ciri-ciri kebijakan tersebut antara lain 
adalah sebagai berikut:8  
1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan 
mengarah pada suatu tujuan tertentu. Kebijakan publik bukan 
merupakan sesuatu yang asal-asalan atau serba kebetulan, melainkan 
                                                          
6 Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor: Penerbit Ghalia 
Indonesia. Hlmn: 37 
7 Loc.Cit.  
8 Wahab, Solichin Abdul. Op.Cit. Hlmn: 20-24 
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suatu tindakan yang telah direncanakan berdasarkan pada suatu tujuan 
tertentu yang hendak dicapai.  
2. Kebijakan publik mengarah pada tindakan-tindakan yang saling 
berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan 
oleh pejabat pemerintahan. Jadi, dalam suatu kebijakan publik bukan 
merupakan suatu keputusan-keputusan yang berdiri sendiri, melainkan 
juga diikuti dengan keputusan teknis pelaksanaan yang lebih detail, 
bersangkutan dengan proses implementasi. 
3. Kebijakan publik dilakukan pemerintahan dalam bidang-bidang 
tertentu.  
4. Kebijakan publik berbentuk positif dan mungkin juga berbentuk negatif. 
Dalam bentuk positif, kebijakan publik sebagai tindakan dari 
pemerintah dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas 
permasalahan-permasalahan tertentu. Sementara dalam bentuk yang 
negatif, kebijakan publik kemungkinan dapat meliputi keputusan-
keputusan pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan 
tindakan apapun dalam suatu permasalahan yang sebenarnya justru 
diperlukan campur tangan dari pemerintah. 
Kebijakan publik dalam suatu wilayah, tentu memiliki perbedaan terkait 
dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh suatu wilayah tersebut. 
Menurut Riant Nugroho, dalam Negara berkembang seperti Indonesia, tujuan dari 
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kebijakan publik seringkali dikaitkan dengan alokasi sumber daya.9 Dalam 
mengalokasikan sumber daya tersebut, biaya adalah salah satu hal utama yang harus 
dipertimbangkan. Selain itu, Riant Nugroho juga mendefinisikan tujuan kebijakan 
publik sebagai suatu oposisi dalam konsep.10 Hal ini dikarenakan kebijakan publik 
selalu berada pada posisi dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu antara yang 
setuju dan yang menolak dari suatu kebijakan tersebut. Setidaknya terdapat 4 tujuan 
dari adanya suatu kebijakan publik, yaitu antara lain:11 
1. Untuk mendistribusikan sumber daya nasional yang mencakup 
redistribusi dan absorpsi sumber daya nasional. Kebijakan absorpsi 
bertujuan untuk mendukung kebijakan distributif dan redistributif 
seperti subsidi sosial. Jika pada fase distributif efektif, maka tidak 
diperlukan fase redistributif. Namun, jika pada fase distributif tidak 
efektif, maka diperlukan fase redistributif. Redistributif tersebut sebagai 
koreksi dari fase distributif dan diidentifikasikan sebagai kebijakan 
realokasi. 
2. Untuk meregulasi dan menderegulasi. Kebijakan regulatif yang 
dimaksud adalah memerintah, menciptakan suatu kontrol, 
menstandarisasi, melegalisasi dan menyelaraskan. Sedangkan 
deregulasi adalah kebijakan yang melepaskan, melonggarkan, 
menghentikan atau membebaskan kebijakan regulatif. Kebijakan 
                                                          
9 Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar. Hlmn: 57 
10 Loc.cit.  
11 Ibid. Hlmn: 60 
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deregulasi tersebut harus dilaksanakan pada saat yang tepat, tempat 
yang tepat dan subyek yang tepat. 
3. Untuk menstabilkan dan untuk membuat dinamika. Kebanyakan Negara 
berkembang, kesulitan untuk menjaga stabilitas dinamika politik. 
4. Untuk memperkuat Negara dan pasar. Memperkuat Negara dan 
pemerintahan penting dilakukan untuk mendukung masyarakat dan 
pasar yang kuat.  
Lebih lanjut, Riant Nugroho menjelaskan dalam sebuah tabel, bahwa 
tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut juga tergantung pada siapa tujuan 
utamanya, yaitu Negara atau masyarakat. Berikut adalah tabel agenda di balik 
tujuan dari suatu kebijakan publik. 
 
Tabel 2.1. 








Sumber daya Untuk penyerapan Penyaluran 
Mode Mengatur Membebaskan 
Strategi Menstabilkan Membuat dinamis 
Fokus Memperkuat Negara Memperkuat Pasar 
Sumber: Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. Hlmn: 60 
Suatu kebijakan publik, jika agendanya adalah tentang sumber daya, maka 
tujuannya akan menjadi untuk mendistribusikan atau untuk mengabsorpsi. Jika 
agenda dalam suatu kebijakan adalah tentang mode/gaya, maka tujuannya adalah 
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untuk mengatur atau membebaskan. Jika agendanya adalah tentang strategi, maka 
tujuannya adalah untuk menstabilkan atau untuk membuat dinamika. Selanjutnya, 
jika agenda dari suatu kebijakan publik adalah tentang fokus, maka tujuannya 
adalah untuk memperkuat Negara atau untuk memperkuat pasar. 
Dalam suatu kebijakan publik, harus ada rangkaian proses yang pada 
akhirnya melahirkan suatu kebijakan publik. Kraft dan Furlong (2005) dalam Riant 
Nugroho menyebutkan bahwa: 
“Kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. 
Kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan 
ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati 
masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan 
norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan 
variabel yang lain”.12 
Jika dibandingkan dengan suatu korporasi atau perusahaan, dalam 
pelaksanaannya, kebijakan publik memiliki tingkat yang lebih kompleks daripada 
kebijakan dari suatu korporasi. Pertama, kebijakan publik memiliki lingkup atau 
area publik yang luas, sedangkan kebijakan korporasi terdapat pada area terbatas 
atau hanya pada lingkup korporasinya saja. Kedua, pemerintah sebagai 
pengimplementasi utama kebijakan publik menghadapi fakta bahwa mereka tidak 
dapat mengurus semuanya secara langsung seperti pada kebijakan yang dilakukan 
oleh korporasi atau perusahaan.13 
Suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil jika dalam perencanaan, 
implementasi dan kontrol terhadap kebijakan publik berlangsung dengan baik. 
Riant Nugroho mempromosikan premis, bahwa dalam suatu Negara-negara 
                                                          
12 Ibid. Hlmn: 105 
13 Ibid. Hlmn: 214 
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berkembang, tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan publik, 20% berasal dari 
perumusan atau perencanaan yang sangat baik; 60% berkontribusi dari 
implementasi yang genius; dan 20% sisanya berasal dari seberapa berhasil dalam 
kontrol implementasi yang telah dilakukan.14 
Gambar 2.1. 
Tingkat Keberhasilan Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang 
 
 
Sumber: Riant Nugroho. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlmn: 213 
Riant Nugroho memaparkan bahwa implementasi dari suatu kebijakan 
publik memiliki kontribusi yang besar dalam menilai tingkat keberhasilan dari 
suatu kebijakan publik. Namun, juga tidak bisa dipungkiri bahwa perencanaan dan 
kontrol terhadap kebijakan publik juga penting untuk dipertimbangkan. Hal 
tersebut karena ketiga faktor tersebut (perencanaan, implementasi dan kontrol) 
saling memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam suatu kebijakan 
publik. 
Studi implementasi kebijakan adalah studi tentang perubahan, yaitu 
bagaimana perubahan itu terjadi dan bagaimana kemungkinan perubahan tersebut 
                                                          
14 Loc.Cit. 
Perencanaan (20%) Implementasi (60%) Kontrol (20%)
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bisa dimunculkan.15 Implementasi suatu kebijakan memiliki keterkaitan dengan 
identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah 
awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah-langkah akhir dalam rangkaian 
langkah-langkah kebijakan.16 Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari 
seberapa tepat implementasi dalam suatu kebijakan. 
Implementasi kebijakan berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu kebijakan publik tertentu. 
Matland dalam Muchlis Hamdi, mencatat bahwa literatur tentang implementasi 
kebijakan publik secara umum terbagi menjadi dua kutub model, yaitu model 
dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) dan model dengan pendekatan 
dari bawah ke atas (bottom-up).17 Model dengan pendekatan top-down melihat 
perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam suatu implementasi kebijakan. 
Model top-down juga memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor yang dapat 
dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro.18 
Sementara, model bottom-up menekankan pada dua hal, yaitu kelompok-kelompok 
sasaran dan para penyedia layanan. Dalam model bottom-up didasarkan pada 
pemikiran bahwa kebijakan harus dibuat dari tingkat lokal. Sehingga, model 
bottom-up yang dimaksud, berfokus pada hal yang bersifat mikro.19 
                                                          
15 Parson, Wayne. 2011. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group. Hlmn: 463 
16 Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. Hlmn: 146 





Model top-down selalu diawali dengan keputusan-keputusan kebijakan 
publik yang dibuat oleh para pejabat pemerintah pusat.20 Model top-down 
memandang implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan secara tepat tujuan yang 
telah dirancang pada tingkat atas oleh para pelaksana pada tingkat lapangan. Dalam 
model ini, implementasi dianggap sebagai sebuah proses untuk menjamin 
tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.21 
Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) merupakan pemikir pertama 
untuk mengembangkan model top-down.22 Model top-down yang dikembangkan 
oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan istilah “a model of the policy 
implementation process” (model proses implementasi kebijakan). Berikut adalah 
definisi implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn: 
“… policy implementation encompasses those actions by 
public and private individuals (or groups) that are directed 
at the achievement of objectives set forth in prior policy 
decisions. This includes both one-time efforts to transform 
decisions into operational terms, as well as continuing 
efforts to achieve the large and small changes mandated by 
policy decisions.”23 
 Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan mencakup 
tindakan yang dilakukan oleh publik dan individu (atau kelompok) yang diarahkan 
pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan 
sebelumnya. Hal ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi 
persyaratan operasional, serta upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil 
                                                          
20 Wahab, Solichin Abdul. Op.Cit. Hlmn: 163 
21 Hamdi, Muchlis. Op.Cit. Hlmn: 98 
22 Wahab, Solichin Abdul. Op.Cit. Hlmn: 164 
23 Donald Van Meter dan Carl Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual 
Framework. Administration and Society 6: Sage Publications, Inc. Hlmn: 447 
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yang dimandatkan oleh keputusan kebijakan. Mereka juga berpendapat bahwa 
perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam proses implementasi akan dipengaruhi 
oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn menawarkan 
suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan 
dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan 
dengan kinerja atau performance.24 
Dalam mengembangkan kerangkan teoritis tentang model proses 
implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn menggunakan tiga literasi. 
Pertama, teori organisasi yang khususnya berhubungan mengenai perubahan 
organisasi, termasuk juga tentang resistensi birokrasi terhadap perubahan dan 
analisis terhadap bentuk kepatuhan. Kedua, studi tentang dampak kebijakan publik 
dan khususnya dampaknya terhadap keputusan hukum. Ketiga, studi yang 
berhubungan antar pemerintah.25 
Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn pada dasarnya 
dimaksudkan untuk mengindentifikasi hubungan antara kepentingan yang beragam 
dari analisis kebijakan, perhatian langsung pada faktor penentu dari kebijakan 
publik dan sekaligus akibat dari kebijakan publik tersebut.26 Selain itu, model dari 
Van Meter dan Van Horn ini juga memberikan penekanan pada keterkaitan yang 
seringkali tidak sempurna antara kebijakan yang ditetapkan dengan pelayanan yang 
nyata dilakukan. Sehingga, dalam model yang dikembangkan Van Meter dan Van 
Horn mengaitkan antara kebijakan dan kinerja. Van Meter dan Van Horn juga 
                                                          
24 Wahab, Solichin Abdul. Op.Cit. Hlmn: 164 
25 Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Op.Cit. Hlmn: 453 
26 Hamdi, Muchlis. Op.Cit. Hlmn: 99 
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menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan 
konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi suatu kebijakan 
publik.27 
Model implementasi kebijakan publik yang melihat berdasarkan kebijakan 
dan kinerja, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan 
mencakup semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik dan privat yang 
diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam 
suatu keputusan kebijakan.28 Model proses implementasi kebijakan yang 
dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa terdapat 6 
variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dan kinerja. Variabel model 
implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut adalah 
sebagai berikut:29  
1. Policy Standards and Objectives (Standar dan Tujuan Kebijakan Publik) 
Kepentingan dalam faktor yang menentukan kebijakan dan indikator kinerja 
merupakan hal yang penting dalam analisis. Indikator kinerja tersebut dapat menilai 
sejauh mana standar dan tujuan kebijakan direalisasikan.30 Baik tidaknya kebijakan 
publik dapat dilihat dari tujuan dan standar kebijakan yang jelas. Artinya bahwa 
terdapat rincian mengenai sasaran yang akan dicapai melalui kebijakan yang telah 
dibuat dan standar untuk mengukur pencapaiannya.  
2. Policy Resources (Sumber Daya Kebijakan) 
                                                          
27 Wahab, Solichin Abdul. Op.Cit. Hlmn: 164 
28 Hamdi, Muchlis. Op.Cit. Hlmn: 99 
29 Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Op.Cit. Hlmn: 463 
30 Ibid. Hlmn: 464 
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Sumber daya kebijakan merupakan salah satu faktor yang menentukan 
kebijakan. Sumber daya kebijakan yang dimaksud mencakup berbagai hal, antara 
lain Sumber Daya Manusia dan sumber daya non-manusia, seperti sumber daya 
finansial/dana yang dapat mempengaruhi arah kebijakan. SDM dalam suatu 
kebijakan penting karena mereka sebagai implementor dari suatu kebijakan, 
sehingga diperlukan SDM dengan kualitas yang mumpuni. Selain SDM, suatu 
kebijakan juga harus mendapat dukungan dari sumber daya finansial yang dapat 
memfasilitasi efektifitas dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. 
3. Interorganizational Communication and Enforcement Activities 
(Komunikasi Antar-Organisasi dan Penegakan Aktivitas) 
Kualitas keberhasilan menurut Van Meter dan Van Horn juga dapat dilihat 
cara hubungan dan komunikasi antara lembaga atau organisasi terkait dengan 
kebijakan yang telah dibuat. Dalam implementasi kebijakan publik seringkali 
menggunakan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih 
tinggi memberikan kontrol kepada struktur di bawahnya agar implementasi 
kebijakan yang dijalankan oleh implementor sesuai dengan standar dan tujuan yang 
telah ditetapkan. 
4. The Characteristics of the Implementing Agencies (Karakteristik  
Pengimplementasi/Pelaksana) 
Suatu implementasi kebijakan publik akan banyak dipengaruhi dari ciri atau 
karakteristik dari pelaksana atau pengimplementasi kebijakan. Dalam implementasi 
kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn juga perlu memperhatikan 
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pengimplementasi yang dapat terdiri dari organisasi formal maupun organisasi non-
formal yang terlibat dalam pengimplementasian suatu kebijakan.  
5. Economic, Social, and Political Conditions (Kondisi Ekonomi, Sosial dan 
Politik) 
Salah satu hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan dalam 
implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn adalah faktor 
eksternal yang mencakup kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Kondisi 
lingkungan ekonomi, sosial dan politik tersebut dapat mempengaruhi sejauh mana 
keberhasilan dari kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kondisi lingkungan yang 
tidak sehat tentu akan menjadi faktor kurang mulusnya implementasi dari suatu 
kebijakan, begitu pula sebaliknya.  
6. The Disposition of Implementors (Disposisi/Sikap Pelaksana) 
Dalam suatu implementasi, peran dari pelaksana kebijakan atau 
implementor sangat berperan penting. Implementor dalam suatu kebijakan publik 
harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang isi standar dan 
tujuan daripada kebijakan yang telah dibuat. Dalam mengimplementasikan suatu 
kebijakan tentu implementor memiliki sikap yang mereka ambil atas kebijakan 
tersebut. Hal inilah yang nantinya juga akan mempengaruhi implementasi suatu 
kebijakan publik. 
Variabel yang menjadi dasar dari model proses implementasi kebijakan 






Model Proses Implementasi Kebijakan 
 
 
Sumber: Donald Van Meter dan Carl Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A 
Conceptual Framework. Administration and Society 6: Sage Publications, Inc. Hlmn: 463 
Dalam gambar 2.2. tersebut mengasumsikan bahwa dalam implementasi 
kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Variabel implementasi 
kebijakan yang berupa standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, yang 
mendorong ke komunikasi antar-organisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik 
badan pelaksana atau yang mengimplementasikannya, yang dipengaruhi oleh 
kondisi ekonomi, sosial dan politik yang pada gilirannya membangkitkan watak 
pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan. 
Dalam penelitian ini, model proses implementasi kebijakan, “a model of the 





















Carl Van Horn akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa implementasi 
kebijakan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hal ini penting 
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kebijakan yang 
dikaitkan dengan kinerja dari pengimplementasi kebijakan BUM Desa.  
2.2. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual merupakan Sub-Bab dalam Tinjauan Pustaka yang 
bertujuan untuk menjelaskan konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini 
tentang Badan Usaha Milik Desa dan kemandirian perekonomian desa. Kerangka 
konseptual dijadikan sebagai acuan yang digunakan oleh peneliti dalam melihat 
suatu permasalahan. Terdapat tiga konseptual dalam menjelaskan tentang penelitian 
ini, yaitu Desa dan Badan Usaha Milik Desa.   
2.2.1. Desa 
Desa merupakan tingkatan wilayah administrasi yang paling rendah. Untuk 
saat ini, desa merupakan wilayah otonom yang diakui oleh Negara. Otonomi desa 
merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah desa otonom dalam mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan dengan otonomi desa, 
setidaknya terdapat tiga tipe bentuk desa, sesuai dengan pemikiran dan konteks 
empirik yang berkembang di Indonesia. Ketiga tipe bentuk desa antara lain sebagai 






1. Tipe desa adat (self-governing community) 
Konsep otonomi yang murni sebenarnya terdapat dalam tipe desa adat. Hal 
ini dikarenakan desa adat dapat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan 
kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan dari Negara. 
2. Tipe desa administratif (local state government) 
Tipe desa administratif merupakan desa sebagai satuan wilayah 
administratif yang berposisi sebagai kepanjangan Negara dan hanya menjalankan 
tugas–tugas administratif yang diberikan oleh Negara. Secara substantif, desa 
administratif tidak memiliki otonomi yang utuh. Tipe desa administratif ini biasa 
kita kenal dengan istilah kelurahan. 
3. Tipe desa otonom (local self government) 
Tipe desa otonom merupakan desa yang dibentuk berdasarkan asas 
desentralisasi sehingga memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus 
desanya sendiri. Di dalam desa otonom, diberi kewenangan untuk membentuk 
pemerintahan desa sendiri untuk menjalankan segala urusan desa untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa.  
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya suatau kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Desa sebagai daerah otonom 
tentu memiliki kewenangan dalam mengatur segala urusan tentang desa. 
Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaran 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 
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desa dan pembedayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul dan atas istiadat desa. Kewenangan desa tersebut antara lain:31 
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
b. Kewenangan lokal berskala desa; 
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, 
pemeritah daerah provinsi atau pemerintah daerah 
kabupaten kota; 
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah 
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku. 
Dalam konsep otonomi terkandung kebebasan daerah untuk mengambil 
suatu keputusan dengan prakarsa sendiri. Gasasan tentang otonomi desa sebenarnya 
memiliki tujuan dan manfaat, yaitu antara lain sebagai berikut:32 
a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian 
NKRI; 
b. Memperkuat posisi desa sebagai subjek pembanguan 
nasional; 
c. Mendekatkan pembangunan ke masyarakat; 
d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan 
pembangunan; 
e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang 
sesuai dengan kebutuhan lokal; 
f. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan 
masyarakat desa; 
g. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan 
bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa; 
h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan 
dan pembangunan; 
i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi 
pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat; 
j. Merangsang pertumbuhan partisipasi masyarakat lokal. 
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Otonomi desa mengandung arti bahwa hak desa untuk memiliki, mengelola 
sumber daya ekonomi maupun politik. Dengan adanya otonomi, desa juga berhak 
untuk mengatur dan mengambil suatu keputusan atas pengelolaan barang publik 
dan kepentingan masyarakat desa. Namun, dengan adanya otonomi ini menjadi 
tanggung jawab pemerintahan desa untuk mengurus kepentingan masyarakat 
melalui pelayanan publik. Otonomi desa ini diharapkan mampu menempatkan desa 
sebagai daerah otonom yang dapat menjadi penyumbang utama dalam 
pembangunan nasional. Orientasi pembangunan bottom-up, dari desa ke pusat 
merupakan cara yang paling efektif untuk pembangunan nasional karena desa 
merupakan wilayah paling depan untuk menjangkau sasaran masyarakat yang 
hendak disejahterakan. Dengan adanya otonomi desa tersebut memiliki tujuan 
untuk membuat desa mandiri, baik secara ekonomi maupun politik. 
Konsep mandiri diartikan sebagai perimbangan kekuatan antara masyarakat 
dan pemerintah desa atau desa dengan supra desa dalam menentukan arah dan 
tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat atau pemerintahan desa.33 
Membangun kemandirian desa secara bertahap berarti dapat mengurangi 
ketergantungan desa kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam 
konteks pembangunan, kemandirian desa harus dijadikan tolak ukur suatu 
keberhasilan. Sehingga dengan kemandirian ini, nantinya desa dapat lebih 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. 
Kemandirian dalam pengelolan kewenangan daerah adalah dasar untuk 
mewujudkan efisiensi birokrasi dan otonomi. Kemandirian dalam pengelolan 
                                                          
33 Ibid.. Hlmn: 221  
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kewenangan dapat terwujud jika dapat memenuhi beberapa prinsip, antara lain 
sebagai berikut:34 
a) Stigler principle. Pengambilan keputusan harus dari tingkatan pemerintahan 
terendah, dalam hal ini adalah pemerintahan desa yang konsisten dengan tujuan 
efisiensi alokasi sumber daya yang dimiliki. 
b) Principle of fiscal equivalency. Keselarasan batasan politik dengan kemanfaatan 
atau keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan yurisdiksi 
dalam setiap jenis layanan publik. 
c) Correspondence principle. Kejelasan yurisdiksi yang berhubungan dengan 
kewenangan pusat dan daerah, menyangkut tentang penyediaan setiap barang 
publik untuk semua lapisan masyarakat.   
d) Decentralization theorem. Setiap pelayanan publik harus disediakan dengan 
batasan yurisdiksi yang jelas melalui mekanisme kontrol yang bersifat terbatas, 
melembagakan dan biaya layanan. 
e) Subsidiarity principle. Belanja dan fungsi regulasi harus berada pada tingkatan 
pemerintahan terendah atau pemerintahan desa. 
Kemandirian perekonomian suatu desa berarti bahwa desa tersebut mampu 
dalam hal kapasitas dan inisiatif lokal mengelola perekonomian desa sendiri. 
Keberhasilan penguatan kemandirian desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan 
pemerintahan desa saja, tetapi lebih kepada keterlibatan masyarakat dalam 
mewujudkannya. Pemerintahan desa dapat dijadikan sebagai fasilitator untuk 
mencapai suatu kemandirian perekonomian tersebut. Salah satu fasilitas dari desa 
                                                          
34 Ibid. Hlmn: 119 
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untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa adalah dengan mendirikan 
BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Dengan 
adanya penguatan kemandirian perekonomian desa ini, nantinya desa tidak akan 
tergantung dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal 
ekonomi. Sehingga fokus pembangunan desa dapat lebih berkembang sesuai 
dengan kearifan lokal yang ada di masing-masing desa. 
2.2.2. Badan Usaha Milik Desa 
Badan Usaha Milik Desa atau yang dapat disingkat BUM Desa merupakan 
lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola segala 
kegiatan di bidang ekonomi maupun sebagai lembaga pelayanan umum yang 
berperan dalam penguatan perekonomian desa untuk kesejahteraan masyarakat. 
Secara istilah dalam Undang–Undang Desa, Badan Usaha Milik Desa memiliki 
pengertian sebagai berikut: 
“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modanya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa.”35 
BUM Desa dapat dibentuk oleh setiap desa dengan melalui musyawarah 
desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan 
unsur masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 
tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran 
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Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUM Desa harus sesuai dengan kondisi 
ekonomi dan sosial budaya masyarakat desa setempat. Hasil dari musyawarah desa 
nantinya menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa untuk selanjutnya ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa tentang pendirian 
BUM Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.  
BUM Desa tentu didirikan bukan tanpa tujuan. BUM Desa didirikan 
tentunya mengacu pada tujuan yang jelas. Tujuan dari pendirian BUM Desa adalah 
sebagai berikut:36 
1. Meningkatkan perekonomian desa; 
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk 
kesejahteraan desa; 
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan 
potensi ekonomi desa; 
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa 
dan/atau dengan pihak ketiga; 
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 
kebutuhan layanan umum warga; 
6. Membuka lapangan kerja; 
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 
pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 
desa; dan  
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan 
Pendapatan Asli Desa. 
Dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari pendirian BUM Desa 
tersebut, BUM Desa memiliki hak untuk menjalin kerja sama dengan  desa lain atau 
dengan pihak ketiga. Pendirian dari BUM Desa tentunya membutuhkan modal 
untuk pengoperasiannya. Modal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB Desa) sebagai modal awal.  Selanjutnya, modal BUM Desa 
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Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolan, dan Pembubaran Badan 
Usaha Milik Desa. BAB II Pendirian BUM Desa. Pasal 3 
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dapat diperoleh dari penyertaan modal desa yang berasal dari dana hibah, bantuan 
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah 
kabupaten/kota, kerja sama dengan pihak ketiga, serta aset desa dan penyertaan 
modal masyarakat desa yang berasal dari tabungan atau simpanan masyarakat 
desa.37 Modal yang didapat oleh BUM Desa tersebut selanjutnya digunakan untuk 
segala kebutuhan operasional untuk mengembangkan usaha-usaha yang dilakukan 
oleh BUM Desa untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa serta 
kesejahteraan masyarakat desa. 
Dalam pengelolaannya, BUM Desa terpisah dari lembaga Pemerintahan 
Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa BUM Desa berdiri secara mandiri dalam 
pengelolaanya. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit desa yang berbadan hukum 
yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.38 Sedangkan 
kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:39 
a. Penasihat 
Penasihat BUM Desa dijabat secara ex officio40 oleh Kepala Desa. Penasihat 
memiliki kewajiban antara lain untuk memberikan nasihat kepada pelaksana 
operasional dalam pengelolaan BUM Desa; memberikan pendapat dan saran 
mengenai suatu permasalahan dalam pengelolaan BUM Desa; mengendalikan 
pelaksanaan pengelolaan BUM Desa. Selain kewajiban, Penasihat memiliki 
kewenangan untuk meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai suatu 
                                                          
37 Ibid. Pasal 17 dan Pasal 18 
38 Ibid. Pasal 7 
39 Ibid. Bagian Kedua, Organisasi Pengelola BUM Desa. Pasal 10-16 
40 Ex officio merupakan jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya 
pada lembaga lain. Dalam hal ini, ex officio yang dimaksud adalah jabatan Kepala Pemerintah 
Desa sebagai Penasihat dalam BUM Desa. 
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permasalahan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa dan melindungi BUM 
Desa dari hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelola BUM Desa. 
b. Pelaksana Operasional 
Pelaksana operasional memiiki tugas untuk mengurus dan mengelola segala 
urusan mengenai BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga BUM Desa. Kewajiban dari pelaksana operasional antara lain 
melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa; menggali dan memanfaatkan 
potensi yang ada di desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; melakukan 
kerjasama dengan lembaga perekonomian desa lainnya atau pihak-pihak lain. 
Pelaksana operasional memiliki beberapa kewenangan seperti membuat laporan 
keuangan dan laporan perkembangan kegiatan seluruh unit usaha yang ada pada 
BUM Desa setiap bulan serta memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM 
Desa pada masyarakat desa minimal dua kali dalam satu tahun melalui Musyawarah 
Desa.   
c. Pengawas 
Pengawas dalam BUM Desa dimaksudkan untuk mewakili kepentingan dari 
masyarakat desa. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, 
sekretaris dan anggota. Pengawas BUM Desa memiliki kewajiban untuk 
menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja dari BUM Desa minimal 
satu kali dalam satu tahun. Kewenangan dari Pengawas dalam menyelenggarakan 
Rapat Umum memiliki tujuan untuk penetapan kebijakan pengembangan kegiatan 




BUM Desa dalam pelaksanaanya dapat menjalankan unit-unit usaha dengan 
memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi yang tepat guna, yang meliputi air 
minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal serta 
teknologi tepat guna lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Desa.41 Selain itu 
BUM Desa juga dapat menjalankan bisnis lainnya antara lain bisnis penyewaan 
seperti alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik 
BUM Desa dan barang sewaan lainnya; bisnis usaha perantara seperti jasa 
pembayaran listrik, pasar desa dan jasa lainnya; dan bisnis keuangan seperti 
memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat 
desa.42 Unit-unit usaha yang dapat dijalankan BUM Desa tersebut bertujuan untuk 
melayani kebutuhan masyarakat yang dapat menambah Pendapatan Asli Desa.  
Pengembangan BUM Desa memiliki peluang besar untuk mendukung 
pemberdayaan dan kemandirian desa. BUM Desa sebagai suatu lembaga atau badan 
perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa serta berbadan 
hukum, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal 
seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.43 
Profesionalitas dalam pengelolaan BUM Desa didasarkan pada kemauan atau 
kesepakatan masyarakat banyak (member-base) serta kemampuan setiap anggota 
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untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya (self-help), baik untuk 
kepentingan produksi maupun konsumsi.44 
2.3. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran merupakan alur pikir dari penelitian yang dilakukan. 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model 
proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan BUM Desa Maju Makmur, Desa 
Minggirsari, Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori 
model proses implementasi kebijakan milik Donald Van Meter dan Carl Van Horn. 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Sumber: Diolah Penulis, 2017 
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa dasar 
pembentukan dari BUM Desa Maju Makmur adalah Peraturan Bupati Blitar Nomor 
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Badan Usaha Milik Desa. Walaupun saat ini dari Pemerintahan Pusat telah terbitkan 
UU baru, yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 dan Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 
2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolan, dan Pembubaran Badan Usaha 
Milik Desa, tetapi BUM Desa Maju Makmur dalam pengimplementasian 
kebijakannya masih mengacu pada Perbup Nomor 8 tahun 2011 tersebut.  
Hal ini dikarenakan BUM Desa Maju Makmur mengikuti struktur 
Pemerintah Daerah sebagai struktur di atasnya yang belum merevisi Perbup Nomor 
8 tahun 2011. Sehingga, secara hukum Perbup Nomor 8 tahun 2011 tersebut masih 
berlaku dan bisa digunakan sebagai pedoman acuan pengimplementasian kebijakan 
BUM Desa yang ada di Kabupaten Blitar.  
Dalam peraturan BUM Desa, walaupun terpisah dari Pemerintah Desa, 
tetapi pada pelaksanaannya tetap tidak seutuhnya terlepas dari pengaruh Pemerintah 
Desa. Pemerintah Desa memiliki hak untuk turut serta mengelola BUM Desa, 
seperti menjadi fasilitator  kepada BUM Desa yang ingin menjalin kerjasama 
dengan desa lain. Kerjasama usaha tersebut harus dituangkan dalam naskah 
kerjasama dengan mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa. Selain itu, BUM 
Desa juga memiliki hak untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau 
sektor private atau swasta. Oleh karena itu, di dalam kerangka pemikiran, 
digambarkan garis putus-putus antara Pemerintah Desa, BUM Desa dan Private 
yang menandakan bahwa terdapat relasi atau hubungan diantara ketiganya. Di 
dalam internal BUM Desa sendiri terdapat tiga susunan kepengurusan organisasi 
dalam mengelola BUM Desa, yaitu antara lain Penasihat, Pelaksana Operasional 
dan Pengawas. Ketiganya saling berhubungan dalam pengelolaan BUM Desa. 
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Relasi atau hubungan diantara ketiga unsur, Pemerintah Desa, BUM Desa 
(Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas) dan Private dalam penelitian ini 
dianalisa menggunakan model proses implementasi kebijakan publik milik Donald 
Van Meter dan Carl Van Horn. Dalam model proses implementasi kebijakan publik 
terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi keterkaitan antara kebijakan publik 
dengan kinerja. Variabel tersebut antara lain, standar/ukuran dan tujuan kebijakan; 
sumber daya kebijakan; komunikasi antar-lembaga; karakteristik pelaksana; 
kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik; serta sikap dari pelaksana 
kebijakan. 
Van Meter dan Van Horn dalam teorinya juga memberikan penekanan pada 
keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan kinerja atau pelayanan 
nyata yang dilakukan seringkali tidak berjalan dengan sempurna. Sehingga, 






3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat 
diamati.  Secara lebih rinci, Cresswell mendefinisikan Penelitian Kualitatif sebagai 
berikut:1 
“Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah 
yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-
masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan 
gambaran menyeluruh dan disajikan secara kompleks, 
melaporkan pandangan terperinci dari para sumber 
informasi, serta dilakukan dalam setting ilmiah yang 
alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.” 
Lebih mendalam lagi, Creswell menjelaskan bahwa sesungguhnya 
dinamika permasalahan manusia tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya yang 
melingkupinya. Oleh karena itu, apapun sikap yang dimunculkan beserta sudut 
pandang seorang individu sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, kondisi 
sosial dan budayanya masing-masing. Penelitian menggunakan metode kualitatif 
mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, meliputi penelitian 
lapangan, observasi partisipan, wawancara secara mendalam.2  
                                                          
1 Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu – Ilmu Sosial. Jakarta: Penerbit 
Salemba Humanika. Hlmn: 8 
2 Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht. 1991. Metode Penelitian Ilmu 
Pengetahuan Sosial (Penerjemah: Sulistia, Yan Mujianto, Ahmad Sofwan, Suhardjito). Semarang: 
IKIP Semarang Press. 
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Selanjutnya, penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini 
memakai model studi kasus. Menurut Cresswell, studi kasus adalah suatu model 
yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang terbatas pada satu kasus 
atau beberapa kasus secara mendetail disertai dengan penggalian data secara 
mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks.3 
Sistem yang terbatas memiliki maksud bahwa adanya batasan dalam hal waktu dan 
tempat serta batasan dalam hal kasus yang diangkat. Pada dasarnya, model studi 
kasus memiliki fokus pada pengembangan analisis yang mendalam pada suatu 
kasus tertentu. Studi kasus pada penelitian ini adalah tentang model proses 
implementasi kebijakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 
Maju Makmur di Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar.  
3.2. Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui model proses 
implementasi kebijakan dalam pengelolaan BUM Desa Maju Makmur, Desa 
Minggirsari, Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai 
patologi kebijakan BUM Desa karena mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn 
yang menyatakan bahwa keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan 
kinerja atau pelayanan nyata yang dilakukan seringkali tidak berjalan dengan 
sempurna. Sehingga celah lahirnya patologi kebijakan ada dalam model proses 
implementasi kebijakan. 
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3.3. Lokasi dan Obyek Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Minggirsari, Kecamatan 
Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian dipilih karena 
di desa ini memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang termasuk ke dalam 
BUM Desa terbaik tingkat nasional yang dilombakan oleh Kemendesa PDTT 
berdasarkan beberapa kriteria. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini menjadi 
menarik untuk dibahas. Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Blitar, Pemerintahan 
Desa Minggirsari, BUM Desa Maju Makmur dan unit usaha milik BUM Desa Maju 
Makmur. Hal ini menjadi menarik untuk dijadikan sebagai obyek penelitian untuk 
mengetahui model proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan serta 
pengembangan BUM Desa Maju Makmur, Desa Minggirsari. 
3.4. Teknik Penentuan Informan 
Penentuan informan dalam penelitian kualitatif merupakan hal pokok dalam 
mendapatkan data penelitian. Untuk menentukan informan, Peneliti menggunakan 
metode purposive. Dalam metode purposive, informan ditentukan dengan sengaja 
oleh Peneliti sesuai dengan kriteria dan tujuan atau permasalahan yang dibahas 
dalam penelitian ini. Peneliti memilih orang yang dapat memberikan informasi 
tentang situasi dan kondisi, memberikan pandangan tentang nilai, sikap dan segala 
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data dari informan dalam penelitian 
kualitatif juga harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut 
dibutuhkan untuk menentukan atau memilih informan agar nantinya data yang 
diperoleh dapat lebih tepat dan akurat. 
47 
 
Terdapat tiga kategori informan dalam penelitian ini, yaitu informan kunci; 
informan utama; dan informan tambahan. Berkenaan dengan metode kualitatif, 
maka dalam teknik penentuan informan yang terpenting adalah bagaimana 
menentukan informan kunci dan informan utama yang memiliki banyak informasi 
tentang fokus dari penelitian. Informan kunci adalah orang yang mampu memahami 
masalah penelitian, telah cukup lama dan intensif mengetahui tentang masalah 
penelitian serta informan harus terlibat penuh dan aktif dalam kegiatan yang 
menjadi perhatian peneliti.  
Dalam penelitian ini, informan kunci yang ditentukan adalah Direktur BUM 
Desa Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar. Direktur BUM Desa 
dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dari BUM Desa. Selain itu 
Direktur BUM Desa juga dapat memberikan infomasi mengenai variabel yang 
menentukan arah dalam implementasi kebijakan pada pengelolan BUM Desa Maju 
Makmur. 
Selanjutnya, informan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Blitar. Bidang 
Pembangunan Desa melaksanakan sebagian tugas dari Dinas PMD di 
bidang pemberdayaan Pemerintahan Desa yang meliputi penyusunan 
rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap 
pengembangan desa dan bantuan pembangunan desa.4 Selain itu, Bidang 
                                                          




Pembangunan Desa juga melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 
pengelolaan keuangan dan aset desa. Sehingga data yang diperoleh dari 
Kabid Pembangunan Desa relevan dengan data yang diperlukan dalam 
pembahasan mengenai model proses implementasi kebijakan dalam 
pengelolaan BUM Desa. 
2. Camat Kanigoro, Kabupaten Blitar. Penentuan Camat Kanigoro sebagai 
informan utama karena dapat mengetahui karakteristik desa di Kecamatan 
Kanigoro termasuk Desa Minggirsari. Selain itu, Camat Kanigoro selaku 
pengemban amanat Pemerintah Kabupaten Blitar di tingkat kecamatan, 
memiliki tanggung jawab dalam setiap desa di wilayahnya, termasuk terkait 
dengan perekonomian desa. Sehingga pemilihan informan utama ini penting 
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.  
3. Kepala Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Sebagai 
pemimpin dari Desa Minggirsari, Kepala Desa dapat memberikan informasi 
mengenai gambaran umum dari Desa Minggirsari sebelum dan sesudah 
adanya BUM Desa Maju Makmur serta juga dapat memberikan infomasi 
mekanisme yang diberlakukan oleh Pemerintah Desa Minggirsari dalam 
pengelolaan BUM Desa. 
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Minggirsari, Kecamatan 
Kanigoro, Kabupaten Blitar. BPD sebagai salah satu unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa penting untuk dijadikan informan dalam penelitian ini. 
Selain itu, sesuai dengan AD/ART BUM Desa Maju Makmur, BPD 
Minggirsari juga menjabat sebagai Pengawas dari BUM Desa. Salah satu 
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fungsi dari BPD adalah menampung aspirasi masyarakat serta menetapkan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD 
merupakan salah satu unsur dalam pengelolaan BUM Desa, karena BUM 
Desa didirikan dan dikelola atas inisiatif masyarakat desa untuk selanjutnya 
dibahas dalam musyawarah desa. 
5. Koordinator Tim 11, yang merupakan tim yang dibentuk untuk percepatan 
pengembangan usaha BUM Desa. Wawancara yang dilakukan dengan 
Koordinator Tim 11 penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan 
implementasi kebijakan BUM Desa dalam menjalankan unit usaha yang 
dimiliki. 
Sedangkan informan tambahan dalam penelitian ini adalah unit usaha milik 
BUM Desa Maju Makmur Desa Minggirsari. Data yang diperlukan dari Unit Usaha  
BUM Desa Maju Makmur adalah sejauh mana pengaruh dari implementasi 
kebijakan yang dilakukan implementor dalam pengelolaan BUM Desa. Unit usaha 
tersebut antara lain adalah Unit Usaha Simpan Pinjam; Unit Usaha Saprotan; Unit 
Usaha Bengkel Las; Unit Usaha Batako; Unit Usaha Penggilingan; Unit Usaha 
Pembesaran Sapi; dan Unit Usaha Desa Wisata. Secara umum, Unit Usaha milik 
BUM Desa dapat memberikan informasi terkait dengan pengaruh BUM Desa 
terhadap Unit Usaha. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data 
yang nantinya diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya 
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akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan sesuatu.5 Teknik 
pengumpulan data dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai sarana informasi 
yaitu berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan wawancara langsung kepada informan kunci, informan 
utama dan informan tambahan, studi dokumentasi dan observasi. Adapun 
penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai 
berikut: 
3.5.1. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada 
hampir semua penelitian kualitatif. Berdasarkan definisi dari Stewart dan Cash, 
wawancara diartikan sebagai berikut: 
“Berdasarkan definisi menurut Stewart dan Cash, 
wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di 
dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, 
tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan 
informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan 
kondisi satu orang melakukan/memulai pembicaraan 
sementara yang lain hanya mendengarkan.” 
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada 
informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Wawancara secara 
langsung ini menjadi metode utama dalam teknik pengumpulan data. Dalam 
wawancara ini digunakan pertanyaan terbuka serta menggunakan model pertanyaan 
netral. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya bersifat luas dan 
memberikan kebebasan kepada subyek untuk memberikan banyak informasi yang 
                                                          
5 Herdiansyah, Haris. Op.Cit. Hlmn: 116 
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mendalam.6 Sedangkan model pertanyaan netral adalah pertanyaan yang 
membebaskan terwawancara untuk menjawab atau memutuskan jawaban tanpa 
adanya arahan, tekanan atau paksaan dari pewawancara.7 
Wawancara dilakukan secara mendalam dan diskusi kepada banyak 
informan. Informan yang diwawancarai tentunya adalah informan yang memahami 
tentang masalah yang menjadi perhatian peneliti yaitu tentang model proses 
implementasi kebijakan dalam pengelolaan BUM Desa Maju Makmur di Desa 
Minggirsari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jumlah dari informan ditentukan sesuai 
dengan keperluan penelitian. Wawancara dihentikan ketika informasi yang diterima 
peneliti sudah dirasa cukup. 
3.5.2. Studi Dokumentasi 
Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek 
sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. Studi dokumentasi merupakan salah 
satu cara yang dapat dilakukan peneliti yang menggunakan metode kuatitatif untuk 
mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan 
dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang 
bersangkutan.8 
Data yang diperoleh dari studi dokumentasi, nantinya akan digabungkan 
dengan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung guna untuk 
                                                          
6 Ibid. Hlmn: 126 
7 Ibid. Hlmn: 128 
8 Ibid. Hlmn: 143 
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melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Studi dokumentasi didapat dari 
berbagai sumber, baik digital maupun non-digital, antara lain sebagai berikut: 
1. Buku, artikel maupun jurnal yang sesuai dengan fokus dari penelitian tentang 
model proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan 
BUM Desa. 
2. Dokumen resmi terkait dengan fokus penelitian. Dokumen resmi dipandang 
mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas, keterlibatan individu pada 
suatu kegiatan tertentu dalam setting sosial.9 
3. Informasi dari berita yang berkaitan tentang fokus dari penelitian ini. 
4. Informasi dari internet atau website yang relevan dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 
3.5.3. Observasi 
Selain wawancara dan studi dokumentasi, dalam penelitian menggunakan 
metode kualitatif juga dapat menggunakan observasi dalam pengumpulan data. 
Cartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan 
mencermati serta merekam perilaku secara sistematis dengan suatu tujuan 
tertentu.10 Inti dari suatu observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya 
tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak tersebut dapat berupa sesuatu yang 
dapat dilihat secara langsung oleh mata, dapat didengar dan dipahami. Sedangkan 
tujuan dari adanya observasi adalah mendeskripsikan lingkungan atau tempat yang 
                                                          
9 Ibid. Hlmn: 146 
10 Ibid. Hlmn: 131 
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dijadikan lokasi penelitian, aktivitas yang berlangsung serta juga individu-individu 
yang terlibat di dalam lingkungan. 
Observasi memiliki beberapa kelebihan dalam teknik pengumpulan data 
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satu kelebihan dari observasi 
atau pengamatan langsung adalah bahwa observasi tersebut lebih memungkinkan 
peneliti untuk melihat perilaku seseorang sebagaimana adanya, seperti yang terlihat 
oleh orang-orang yang tidak tertarik dengan perilaku tersebut.11 Kelebihan lain dari 
obsevasi adalah peneliti dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih 
detail. Sehingga data yang diperoleh oleh peneliti dapat lebih kompleks. Tujuan 
dari penggunaan observasi ini adalah untuk melengkapi dan menguji hasil dari 
wawancara yang diberikan baik oleh informan kunci, informan utama maupun 
informan tambahan yang masih belum menyeluruh atau belum mampu 
menggambarkan segala macam situasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan 
dengan melihat secara langsung Unit Usaha milik BUM Desa yang berjalan, untuk 
mengetahui gambaran unit usaha yang berkembang di BUM Desa Maju Makmur 
serta kondisi dari Desa Minggirsari. 
3.6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data digunakan untuk menguraikan dan mengolah data 
mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dapat dengan mudah dipahami 
secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama. Sehingga 
hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama 
atau relatif sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.  
                                                          
11 Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht. Op.Cit. Hlmn: 89 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif 
dalam bentuk kata-kata atau gambar. Artinya pada penelitian ini dibutuhkan 
pengutamaan penghayatan dan usaha memahami faktor peristiwa dalam situasi 
tertentu. Selanjutnya, setelah data tersusun teratur dan sistematis, dilakukan analisis 
data yang selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan terhadap data yang diteliti 
sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh peneliti.  
Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan BUM 
Desa ini, digunakan teknik analisis data dari Mattew Miles, Michael Huberman, 
Johnny Saldana yang mengemukakan bahwa terdapat tiga alur teknik  analisis data 
yaitu data condensation; data display; conclusion drawing/ verification.12 
Data Condensation (Kondensasi data) mengacu pada suatu proses 
pemilihan, fokus, penyederhanaan, mengabstraksikan, mentransformasikan data 
dari catatan-catatan di lapangan, wawancara, transkip, dokumen dan bahan empiris 
lainnya.13 Kondensasi data merupakan bentuk analisis yang digunakan untuk 
mempertajam, memfokuskan data, membuang data yang tidak perlu dan mengatur 
data untuk diolah dalam pembahasan. Data yang didapat dapat berubah melalui 
banyak cara seperti seleksi, ringkasan, paraphrase dan sebagainya.  
Selanjutnya dalam tahap display data berisi tentang pengolahan data 
setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur 
tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai dengan tema-tema  yang 
                                                          
12 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis: a 




sudah dikelompokkan dan dikategorikan serta memecah tema-tema tersebut ke 
dalam bentuk yang lebih kongkret dan sederhana yang disebut dengan sub-tema 
yang diakhiri dengan pemberian kode dari sub-tema tersebut sesuai dengan hasil 
wawancara yang sebelumnya dilakukan. Tahap terakhir merupakan conclution 
drawing/verification (tahap kesimpulan/verifikasi) yang merupakan tahap yang 
menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang 
diajukan dan memaparkan hasil dari temuan penelitian. 
3.7. Teknik Keabsahan Data 
Teknik keabsahan data penting dilakukan untuk mengetahui validitas dari 
data yang telah diperoleh melalui wawancara secara langsung, studi dokumentasi 
dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mendapatkan data yang 
valid dan dapat dipertanggungjawabkan agar data yang diperoleh tidak cacat. Untuk 
mendapatkan data yang valid, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi untuk keabsahan data. Teknik triangulasi digunakan bukan untuk tujuan 
mencari kebenaran, tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data 
dan fakta yang dimiliki.14  
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, terbagi menjadi 
berbagai macam, yaitu antara lain triangulasi sumber untuk membandingkan data 
atau informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda; triangulasi waktu 
untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan proses dan perilaku manusia 
dari waktu ke waktu; triangulasi teori untuk memanfaatkan dua teori atau lebih yang 
                                                          
14 Bachri, Bachtiar S. 2010. Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian 
Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, April 2010. Hlmn: 55 
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memberikan hasil yang lebih komprehensif; triangulasi peneliti untuk 
membandingkan hasil lebih dari satu peneliti; dan triangulasi metode dengan 
menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data.15 
Penelitian yang menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaan 
keabsahan data ini, lebih detailnya menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik 
ini dilakukan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara 
secara langsung dengan pengamatan serta juga dengan dokumentasi yang ada. 
Selain itu, dalam penelitian ini juga membandingkan antar informan dengan cara 
memberikan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda. 
                                                          





4.1. Gambaran Umum Desa Minggirsari 
Dalam sub-bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum  dari Desa 
Minggirsari. Gambaran umum yang dipaparkan meliputi kondisi geografis desa 
Minggirsari, masyarakat Desa Minggirsari, mata pencaharian masyarakat desa serta 
juga struktur Pemerintahan Desa Minggirsari.  
4.1.1. Desa Minggirsari 
Desa Minggirsari merupakan salah satu desa di antara 220 desa di 
Kabupaten Blitar. Secara administrasi, Desa Minggirsari terletak di wilayah 
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Secara geografis, Desa Minggirsari 
terletak pada posisi 7o21’-7o31’ Lintang Selatan dan 110o10’-111o40’ Bujur 
Timur.1 Desa Minggirsari berada tepat di utara Sungai Brantas dan dibatasi oleh 
wilayah desa atau kelurahan lainnya. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan 
Kelurahan Klampok, Kota Blitar dan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, 
Kabupaten Blitar. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Plosoarang, Kecamatan 
Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai 
Brantas. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Gogodeso, 
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.  
 
                                                          
















Sumber: Pemerintah Desa Minggirsari. 2017. Peta Desa Minggirsari.  
Desa Minggirsari yang memiliki luas wilayah 261,76 hektare, terdiri dari 3 
Dusun. Dusun tersebut adalah Dusun Minggirsari 1 (Dusun Karang Kendal), Dusun 
Minggirsari 2 (Dusun Mbrintik) dan Dusun Minggirsari 3 (Dusun Ngrempak).2 
Masing-masing dari Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Peran Kepala 
Dusun ini penting dalam mengerjakan limpahan tugas dari Pemerintah Desa dalam 
hal pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu, untuk memaksimalkan fungsi 
pelayanan kepada masyarakat desa, Desa Minggirsari terbagi menjadi 6 Rukun 
Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT).3  





Desa Minggirsari yang berada sekitar kurang lebih 6 KM di selatan Kota 
Blitar, memiliki jumlah penduduk 3.786 jiwa dengan rincian laki-laki 1.939 jiwa 
dan perempuan 1.847.4 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Minggirsari sebanyak 
1.146 KK.5 
Tabel 4.1. 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 
 
No. Usia (tahun) Laki-Laki Perempuan Jumlah Prosentase 
1. 0-6 164 162 326 8,6% 
2. 7-15 283 277 560 14,8% 
3. 16-25 315 205 620 16,4% 
4. 26-45 575 572 1.147 30,3% 
5. 46-60 368 362 730 19,3% 
6. >60 203 200 403 10,6% 
Total  1.939 1.847 3.786 100% 
Sumber: Pemerintah Desa Minggirsari. 2017. Profil Desa Minggirsari. 
Dari data di atas, terlihat bahwa usia produktif masyarakat Desa Minggirsari 
lebih dominan, sehingga ini merupakan hal yang positif bagi desa terkait dengan 
ketersediaan SDM. Masyarakat usia produktif yang menjadi mayoritas penduduk 
merupakan potensi besar bagi Desa Minggirsari untuk meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian desa. Namun apabila tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh 
Pemerintah Desa, Penduduk usia produktif dapat menjadi ancaman. Ancaman 
tersebut dapat seperti tingkat pengangguran yang tinggi apabila lapangan kerja 
tidak memadai.  
                                                          
4 Pemerintah Desa Minggirsari. 2017. Profil Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten 
Blitar.  
5 Ibid.  
60 
 
Kondisi geografis Desa Minggirsari sangat cocok untuk pertanian karena 
memiliki lahan persawahan yang luas. Mata pencaharian mayoritas masyarakat 
Desa Minggirsari adalah petani dengan jumlah 801 orang, selebihnya adalah 
pengrajin dan home industry dengan jumlah 170 orang, peternak 70 orang dan 
sektor informal lainnya.6 Walaupun mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa 
Minggirsari adalah petani, tetapi ada beberapa home industry yang berkembang 
baik di Desa Minggirsari seperti pengrajin kendang dan pembuatan keset. Seperti 
yang disampaikan oleh Kepala Desa Minggirsari sebagai berikut: 
“Itu dari beberapa pengrajin, Alhamdulillah kita ada 
pengrajin yang handal, dalam arti sudah baik ya. Itu adalah 
pengrajin kendang yang sudah ekspor ke luar negeri. 
Kemudian ada lagi di tingkat nasional, yaitu pembuatan 
keset dari limbah karpet mobil. Itu kirimannya bisa sampai 
Aceh, Irian Jaya, Sumatera dan juga terbesar di Pulau Jawa. 
Ini sudah menyerap tenaga kerja banyak, kurang lebih 
sekitar 100 orang.”7 
Selain sukses di beberapa sektor home industry, untuk sektor pertanian, para 
petani Desa Minggirsari bekerja sama dengan PT. Bisi untuk pembenihan. Hal ini 
dapat mempermudah petani dalam menggarap lahannya. Selanjutnya untuk sektor 
peternakan, mayoritas di Desa Minggirsari adalah peternak sapi, baik itu peternak 
sapi pedaging maupun peternak sapi perah. Sudah sekitar 15 tahun yang lalu telah 
dikembangkan peternakan sapi perah.8  
                                                          
6 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Maret 2017 





4.1.2. Pemerintahan Desa Minggirsari 
Lembaga dan unsur Desa Minggirsari terdiri dari Pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(LPMD), Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK), Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Masyarakat 
(Pokmas).9  
Pemerintah Desa Minggirsari terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 
Kepala Dusun, 5 Kepala Urusan (Kaur) dan Pembantu Umum. Adapun struktur dari 
Pemerintah Desa Minggirsari adalah sebagai berikut:  
Gambar 4.2. 
Struktur Pemerintah Desa Minggirsari 
 
 
 Sumber: Pemerintah Desa Minggirsari. 2017. Profil Desa Minggirsari 
                                                          








































Dalam Pemerintahan Desa, terdapat BPD yang dapat berfungsi sebagai 
pengawas kepada Pemerintahan Desa. BPD di Desa Minggirsari terdiri dari 11 
anggota termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris. BPD Desa Minggirsari 
dipimpin oleh Bapak Muntholib yang bekerja sebagai wiraswasta. Begitu pula 
dengan LPMD yang juga terdiri dari 11 anggota termasuk Ketua, Wakil Ketua dan 
Sekretaris. LPMD Desa Minggirsari diketuai oleh Drs. Hartono, M.M. Kemudian, 
untuk para pemuda Desa Minggirsari memiliki Karangtaruna yang diketuai oleh 
Saiful Umar dan terdiri dari 10 anggota termasuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 
Sedangkan untuk Tim Penggerak PKK Desa Minggisari terdiri atas 10 anggota 
termasuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang diketuai oleh Eviana Osyida.10 
4.2. BUM Desa Kabupaten Blitar 
Kabupaten Blitar merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang 
memiliki 220 Desa. Pada tahun 2011, Kabupaten Blitar telah mengakta notariskan 
BUM Desa pada semua desa di Kabupaten Blitar. Sehingga, Kabupaten Blitar 
memiliki 220 BUM Desa sejak tahun 2011.11 Dengan berkembangnya waktu, untuk 
saat ini tidak semua BUM Desa di Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan baik. 
Dari data yang dimiliki Dinas PMD pada tahun 2016, tercatat dari 220 BUM Desa 
di Kabupaten Blitar, 62 berpredikat sehat, 39 berpredikat cukup sehat, 97 BUM 
Desa berpredikat tidak sehat dan 22 BUM Desa tidak aktif.12 Indikator penilaian 
predikat BUM Desa tersebut adalah aspek perkembangan, aspek penyaluran dan 
                                                          
10 Ibid. 
11 Hasil Wawancara dengan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD Kabupaten Blitar pada tanggal 
14 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Blitar. 
12 Dinas PMD. 2016. Profil BUM Desa Kabupaten Blitar. 
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pemanfaatan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek rentabilitas dan aspek 
manajemen.13  
Dinas PMD mengakui banyaknya BUM Desa yang berpredikat tidak sehat 
di Kabupaten Blitar dikarenakan beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara 
lain adalah yang pertama terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat 
desa yang masih rendah, yang kedua adalah permodalan dan yang ketiga adalah 
tentang pemahaman masyarakat terkait dengan pengelolaan BUM Desa yang juga 
masih kurang.14 Ketiga faktor itulah yang mengakibatkan tingginya BUM Desa di 
Kabupaten Blitar yang tidak jalan. Namun, Dinas PMD tetap optimis dengan 
perkembangan BUM Desa di Kabupaten Blitar karena adanya Dana Desa yang 
dapat menjadi salah satu penyertaan modal BUM Desa.   
4.2.1. BUM Desa Maju Makmur 
Salah satu BUM Desa yang berpredikat sehat di Kabupaten Blitar adalah 
BUM Desa Maju Makmur yang berkedudukan di Desa Minggirsari, Kecamatan 
Kanigoro, Kabupaten Blitar. BUM Desa Maju Makmur menempati peringkat 
pertama BUM Desa di Kabupaten Blitar dengan total nilai 93,8.15 Selain itu BUM 
Desa Maju Makmur merupakan salah satu BUM Desa terbaik tingkat nasional 
kategori Rintisan Agrikultural yang diperoleh pada akhir tahun 2016.  
                                                          
13 Ibid. 
14 Hasil Wawancara dengan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD Kabupaten Blitar pada tanggal 
14 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Blitar. 
15 Dinas PMD. 2016. Profil BUM Desa Kabupaten Blitar. 
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BUM Desa Maju Makmur didirikan pada tanggal 24 Juni 2008.16 Alamat 
kantor BUM Desa Minggirsari berada di Jalan Minggirsari, Nomor 3, RT.2/RW.3, 
Desa Minggirari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. BUM Desa Maju 
Makmur didirikan awalnya untuk menggantikan Unit Pelaksana Keuangan Gerakan 
Terpadu Pengentasan Kemiskinan (UPK Gardu Taskin). UPK Gardu Taskin ini 
yang menjadi embrio atau cikal bakal dari pendirian BUM Desa. Warisan program 
dari UPK Gardu Taskin yang sampai saat ini menjadi unit dari BUM Desa adalah 
Unit Simpan Pinjam Pokmas.17 Menurut penjelasan dari Direktur BUM Desa, pada 
tahun 2008 terdapat Program BUM Desa pioneer. Sehingga Pemerintah Desa 
(Pemdes) Minggirsari berinisiasi untuk membentuk BUM Desa Maju Makmur. 
Ketika awal pembentukan, Pemdes Minggirsari membentuk Kelompok Kerja 
(Pokja) untuk mendirikan BUM Desa.  
“Dulu (tahun 2008) Pemerintah Desa Mingirsari 
membentuk Pokja untuk mendirikan BUM Desa. 
Kemudian terdapat suatu kesepakatan dari Pemerintah 
Desa, bahwa dari sekian lembaga ekonomi desa yang ada 
pada saat itu dikumpulkan oleh Pokja itu dan sepakat 
membentuk BUM Desa”18 
 Dari hasil Tim Pokja tersebut, kemudian dibawa ke dalam Musyawarah 
Desa (Musdes) Minggirsari. Di dalam Musdes tersebut disepakati pendirian BUM 
Desa Maju Makmur sebagai lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial di Desa 
Minggirsari. Musdes tersebut juga menyepakati terkait tentang Anggaran Dasar dan 
                                                          
16 Hasil Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur, Kabupaten Bltar pada tanggal 7 
Maret 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
17 Ibid. 
18 Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur Desa Minggirsari pada tanggal 7 Maret 
2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
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Anggaran Rumah Tangga serta susunan kepengurusan dari BUM Desa Maju 
Makmur. Hasil dari Musdes tersebut kemudian dicantumkan dalam Peraturan Desa. 
Dasar hukum BUM Desa Maju Makmur adalah Peraturan Desa Minggirsari 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa 
(BUM Desa) yang kemudian direvisi karena adanya Peraturan Bupati Nomor 8 
tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian dan Pembentukan Badan 
Usaha Milik Desa. Sehingga untuk sekarang, Dasar Hukum dari BUM Desa Maju 
Makmur adalah Peraturan Desa Minggirsari Nomor 01 tahun 2011 Tentang 
Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.  
BUM Desa Maju Makmur dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa (PA Desa) Pemerintah Desa Minggirsari serta juga untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat desa Minggirsari.19 BUM Desa Minggirsari 
dibentuk dan didirikan bertujuan untuk:20 
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka 
meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 
pelayanan masyarakat; 
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah 
pedesaan untuk mendorong pengembangan dan 
kemampuan perekonomian masyarakat desa secara 
keseluruhan; 
3. Mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat 
pedesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan 
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; 
4. Menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan 
kebersamaan, mengurangi pengangguran dan menjadi pilar 
kegiatan sosial ekonomi di desa; 
5. Memperbaiki pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif 
bagi kelompok masyarakat miskin serta sebagai wahana 
                                                          
19 Pemerintah Desa. 2011. Peraturan Desa Minggirsari Nomor 01 tahun 2011 tentang Pendirian dan 
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pasal 2. 
20 Ibid. Pasal 3 
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untuk pembelajaran usaha ekonomi, sosial menciptakan 
pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat desa. 
Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa BUM Desa didirikan bukan hanya 
sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai lembaga sosial. BUM Desa 
selain untuk meningkatkan perekonomian desa, juga dapat berfungsi untuk 
meningkatkan kebersamaan masyarakat dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi 
di desa.  
Dalam Perdes Minggirsari No. 01 tahun 2011, dijelaskan bahwa organisasi 
kepengurusan BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Minggirsari. 
Kepengurusan BUM Desa Maju Makmur terdiri dari Komisaris (Kepala Desa 
Minggirsari), Pengawas (BPD dan Tokoh Masyarakat) dan Direksi BUM Desa 
(Pelaksana Operasional) serta juga Kepala Unit Usaha. Kepengurusan tersebut 
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Minggirsari Nomor 1 tahun 2011 tentang 
Pengangkatan Badan Pengawas dan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa. 
Pengangkatan Badan Pengawas dan Badan Pengurus tersebut disepakati di dalam 
musyawarah desa. Adapun susunan kepengurusan BUM Desa Maju Makmur 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2. 
Susunan Pengurus BUM Desa Maju Makmur 
Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 
 
No. Nama Jabatan Keterangan 
1. Drs. Saekhoni Komisaris Kepala Desa 
2. Muntholib Pengawas Ketua BPD/ 
Wiraswasta 
3. Mustajib Pengawas Purna TNI 
4. Hariyanto Ketua Wiraswasta 
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No. Nama Jabatan Keterangan 
5. Silvana Listiani Sekretaris Wiraswasta 
6. Atik Rahmawati Bendahara Wiraswasta 
7. Mariyanto Karyawan Wiraswasta 
8. Gandes Intan S. Karyawan Wiraswasta 
9. Katuwan KA Unit SP Pokmas Wiraswasta 
10. Agus Suprapto KA Unit SP Pokmas Wiraswasta 
11. Samsul Anwar KA Unit SP Pokmas Wiraswasta 
12. Suroto KA Unit SP Pokmas Wiraswasta 
13. Hadi Winaryo KA Unit SP Pokmas Wiraswasta 
14. Muh. Hasan KA Unit Batako Wiraswasta 
15. Nur Choliq KA Unit Bengkel Las Wiraswasta 
16. Ali Imron KA Unit Pembesaran Sapi Perangkat Desa 
17. Gandes Intan S. KA Unit Saprodi Wiraswasta 
Sumber: Pemerintah Desa Minggirsari. 2011. Keputusan Kepala Desa Minggirsari Nomor 1 tahun 
2011 tentang Pengangkatan Badan Pengawas dan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa.  
Terkait dengan permodalan, BUM Desa Maju Makmur dapat memiliki 
modal yang berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten 
Blitar, hibah, pinjaman, kerjasama usaha dengan pihak lain dan dana bergulir 
program pemerintah yang diserahkan kepada desa atau masyarakat melalui 
Pemerintah Desa Minggirsari.21 
BUM Desa Maju Makmur yang berlokasi di Desa Minggirsari memiliki 
potensi alam yang sangat minim untuk dikembangkan. Dampak dari minimnya 
potensi desa yang dimiliki adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh BUM 
Desa. Tercatat pada tahun 2016, BUM Desa Maju Makmur memiliki SHU 
Rp.14.745.629 dengan rincian sebagai berikut: 
 
 
                                                          




Laporan Sisa Hasil Usaha BUM Desa Maju Makmur Per 31 Desember 2016 
 
NO. Jenis Pendapatan/Biaya Total Pendapatan/Biaya (Rp) 
Pendapatan BUM Desa 
1. Bunga/Jasa Pinjaman 19.525.000 
2. Bunga dari tabungan di Bank 449.568 
3. Administrasi Pinjaman 1.916.000 
4. Pendapatan Lain-Lain 209.200 
5. Usaha Saprotan 11.127.477 
6. Usaha Batako 7.700.000 
7. Usaha Jasa Penggilingan  3.559.500 
8. Usaha Pembesaran Sapi 1.650.000 
9. Usaha Krupuk 250.000 
10. Usaha Bengkel Las 1.200.000 
11. Usaha Penjualan Pulsa 332.000 
12. Usaha Desa Wisata 450.000 
 TOTAL 48.368.745 
Biaya BUM Desa 
1. Biaya Bunga Simpanan 2.164.320 
2. Honor Pengurus dan Pokmas 27.936.850 
3. ATK 1.586.946 
4. Listrik, Air, Telepon 1.242.500 
5. Transport 642.500 
7. Beban Organisasi 50.000 
 TOTAL 33.623.116 
Sisa Hasil Usaha (Pendapatan – Biaya) 
 SHU 14.745.629 
 




 Sisa Hasil Usaha BUM Desa Maju Makmur tersebut dilaporkan dalam 
Rapat Akhir Tahun (RAT) BUM Desa. Selanjutnya, SHU tersebut dibagi 
berdasarkan proporsi yang sudah ditentukan dalam AD/ART BUM Desa Maju 
Makmur. Adapun pembagian proporsi tersebut adalah sebagai  berikut: 
 
Tabel 4.4. 
Proporsi Pembagian SHU BUM Desa Maju Makmur 
 
No. Pembagian SHU Persentase (%) 
1. Cadangan Umum 35% 
2. Dana Pengurus 25% 
3. Dana Kas Desa 15% 
4. Dana Pendidikan 10% 
5. Dana Sosial 15% 
 TOTAL 100% 
Sumber: BUM Desa Maju Makmur. 2011. AD/ART BUM Desa Maju 
Makmur, Nomor 1 tahun 2011 
Cadangan umum digunakan oleh BUM Desa untuk mengembangkan 
kegiatan dari BUM Desa. Cadangan umum dapat dimanfaatkan untuk menambah 
modal BUM Desa, sehingga BUM Desa dapat terus berjalan mengembangkan 
usahanya. Dana Pengurus digunakan sebagai bentuk apresiasi kepada pengurus 
yang telah bekerja untuk mengembangkan BUM Desa, serta dana pendidikan 
digunakan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam mengelola BUM Desa. 
Selanjutnya, dana kas desa digunakan untuk menambah pemasukan Pendapatan 
Asli Desa Minggirsari. Dan dana sosial digunakan untuk kegiatan sosial yang rutin 
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dilakukan oleh BUM Desa Maju Makmur yaitu Santunan Anak Yatim dan Janda 
Duda Kurang Mampu.  
Kecilnya SHU yang diperoleh oleh BUM Desa tidak lain karena memang 
kecilnya potensi yang dimiliki oleh Desa Minggirsari. Hal ini tidak sebanding 
dengan aset besar yang dimiliki BUM Desa Maju Makmur dengan nilai mencapai 
Rp.509.854.065 ditambah dana penyertaan modal dari masyarakat sebesar 
Rp.165.586.095.22 Namun, saat ini BUM Desa Maju Makmur telah menemukan 
potensi baru yang dapat meningkatkan pendapatan BUM Desa, seperti Unit Agen 
BNI 46 dan Desa Wisata yang tengah digarap. 
                                                          




IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUM DESA MAJU MAKMUR 
5.1. Implementasi Kebijakan BUM Desa 
Implementasi kebijakan berkaitan dengan tindakan pelaksana kebijakan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu kebijakan publik tertentu. 
BUM Desa merupakan program kebijakan model top-down karena BUM Desa 
terbentuk berdasarkan intruksi dari Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan UU 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperjelas dalam Permendesa 
Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya masing-masing daerah akan 
membuat Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari perundang-undangan di pusat.  
Dalam menganalisis mengenai implementasi kebijakan BUM Desa, Peneliti 
menggunakan model proses implementasi kebijakan publik (a model of the policy 
implementation process) milik Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang 
mengaitkan antara kebijakan dan kinerja. Secara spesifik, Van Meter dan Van Horn 
mengklasifikasikan 6 variabel dalam melihat implementasi kebijakan publik, yaitu 
antara lain: standar/ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; 
komunitasi antar-lembaga terkait dan penegakan aktivitas; karakteristik pelaksana; 
kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik; dan sikap dari pelaksana.1 
 
                                                          
1 Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Op.Cit. Hlmn: 463 
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5.1.1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan BUM Desa 
Implementasi kebijakan dapat melihat sejauh mana standar/ukuran dan 
tujuan dapat dilaksanakan. Implementasi kebijakan publik tidak dapat dipisahkan 
dari peraturan-peraturan yang mengikat sebagai landasasan standar/ukuran dalam 
pelaksanaan suatu kebijakan. BUM Desa Maju Makmur yang berada di Desa 
Minggirsari didirikan pada tanggal 24 Juni 2008.2 Dasar pembentukan BUM Desa 
Maju Makmur adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 
Blitar Nomor 14 tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa Maju 
Makmur yang dibentuk sebagai pengganti dari Unit Pelaksana Keuangan Gerakan 
Terpadu Pengentasan Kemiskinan (UPK Gardu Taskin). UPK Gardu Taskin yang 
dulunya mengelola Unit Simpan Pinjam Kelompok Masyarakat (USP Pokmas) 
dianggap telah gagal oleh Pemerintah Desa. Sehingga Pemerintah Desa membentuk 
Kelompok Kerja (Pokja) untuk merumuskan pembentukan BUM Desa. Hasil dari 
kerja Pokja itulah yang menjadi acuan untuk dibahas di dalam Musyawarah Desa 
(Musdes) beserta Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat.3  
Musdes tersebut membahas mengenai pembentukan BUM Desa, Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan juga susunan kepengurusan BUM 
Desa. Dasar hukum yang digunakan untuk membentuk BUM Desa Maju Makmur 
adalah Peraturan Desa (Perdes) Minggirsari Nomor 2 tahun 2008 tentang Pendirian 
                                                          
2 Hasil Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur Kabupaten Blitar pada tanggal 7 




dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Atas dasar tersebut, BUM 
Desa Maju Makmur mulai beroperasi pada tanggal 24 Juni 2008.  
Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan peraturan 
mengenai pembentukan BUM Desa. Peraturan ini dibentuk untuk menindaklanjuti 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 tahun 2006 tentang 
Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 8 tahun 2011 tentang 
Pedoman Umum Tata Cara Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa 
merupakan peraturan yang dibuat sebagai dasar bagi desa untuk membentuk BUM 
Desa.4 Dengan Perbup tersebut juga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas 
PMD) Kabupaten Blitar sebagai lembaga teknis pengelolaan BUM Desa mendapat 
tugas untuk mengaktanotarikan seluruh BUM Desa di Kabupaten Blitar. Sehingga, 
pada tahun 2011 Kabupaten Blitar telah memiliki 220 BUM Desa, sesuai dengan 
jumlah desa di Kabupaten Blitar sebanyak 220 desa.5 
Keluarnya Perbup Nomot 8 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara 
Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa membuat BUM Desa Maju 
Makmur yang telah didirikan pada tahun 2008 tersebut diharuskan merevisi 
Peraturan Desa agar sesuai dengan pedoman umum tata cara pendirian dan 
pembentukan BUM Desa. Perdes Minggirsari Nomor 1 tahun 2011 tentang 
Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa merupakan pengganti dari 
Perdes Minggirsari Nomor 2 tahun 2008 sebagai pedoman pengelolaan BUM Desa. 
Selain itu, dikeluarkan juga Keputusan Kepala Desa Minggirsari Nomor 1 tahun 
                                                          
4 Hasil Wawancara dengan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD Kabupaten Blitar pada tanggal 




2011 tentang Pengangkatan Badan Pengawas dan Badan Pengurus Badan Usaha 
Milik Desa sebagai dasar pengangkatan pengurus BUM Desa Maju Makmur. 
Tahun 2014 merupakan tahun dikeluarkannya UU Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa. Dengan berlakunya UU Desa, pada tahun 2015, Kementerian Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) 
mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendesa PDTT) Nomor 4 tahun 
2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolan, dan Pembubaran Badan Usaha 
Milik Desa. 
Walaupun berlaku UU Desa yang baru disertai dengan Permendesa yang 
mengatur tentang BUM Desa, tetapi tidak membuat Pemerintah Kabupaten Blitar 
juga turut merubah Perbup Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara 
Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Desa, Dinas PMD 
Kabupaten Blitar sebagai berikut: 
“Kita telah merencanakan untuk merevisi Perbup Nomor 8 
tahun 2011, kita juga sudah koordinasi dengan pusat. 
Jawaban dari pusat adalah bahwa Permendesa juga mau 
akan ada revisi lagi. Artinya, kita tidak diperbolehkan untuk 
merubah dulu, kita disuruh menunggu dulu revisi dari 
Permendesa. Daripada kita sudah revisi Perbup, nanti ada 
revisi dari Permendesa, kita jadi revisi Perbup lagi, kita 
tidak mau seperti itu. Jadi sampai sekarang, untuk 
Kabupaten Blitar masih menggunakan Perbup Nomor 8 
tahun 2011.”6 
Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten belum merubah Perbup yang 
mengatur tentang BUM Desa sampai ada intruksi dari pusat. Oleh karena hal 




tersebut, BUM Desa Maju Makmur sampai sekarang juga masih tetap 
menggunakan Perdes Minggirsari nomor 1 tahun 2011 dan Keputusan Kades 
Minggirsari Nomor 1 tahun 2011 sebagai acuan dalam mengelola BUM Desa Maju 
Makmur. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Direktur BUM Desa Maju 
Makmur sebagai berikut: 
“Kita masih mengacu pada Perbup Nomor 8 tahun 2011, 
jadi wajar ketika terdapat perbedaan. Nah, kemarin ada 
rencana perubahan Perbup, sudah dimasukkan dalam 
Prolegda, tetapi sama Kemendesa kan belum boleh itu, 
Permendesa itu katanya masih mau berubah lagi. Jadi untuk 
sementara kita masih menggunakan Perbup Nomor 8 tahun 
2011”7 
Dasar hukum yang dimiliki oleh BUM Desa Maju Makmur tidak menjadi 
persoalan karena masih mengacu pada Perbup Nomor 8 tahun 2011 tentang 
Pedoman Umum Tata Cara Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa 
yang masih berlaku sampai sekarang. Hal ini juga sebagai tindak lanjut intruksi dari 
Pemerintah Pusat untuk tidak merubah Perbup yang berlaku. 
Pembentukan BUM Desa Maju Makmur tersebut tentu memiliki tujuan 
tertentu yang harus dicapai. Adapun tujuan dari BUM Desa Maju Makmur adalah 
sebagai berikut:8 
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka 
meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 
pelayanan masyarakat; 
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah 
pedesaan untuk mendorong pengembangan dan 
                                                          
7 Hasil Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur Kabupaten Blitar pada tanggal 7 
Maret 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
8 Pemerintah Desa. 2011. Peraturan Desa Minggirsari Nomor 01 tahun 2011 tentang Pendirian dan 
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pasal 3 
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kemampuan perekonomian masyarakat desa secara 
keseluruhan; 
3. Mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat 
pedesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan 
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; 
4. Menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan 
kebersamaan, mengurangi pengangguran dan menjadi pilar 
kegiatan sosial ekonomi di desa; 
5. Memperbaiki pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif 
bagi kelompok masyarakat miskin serta sebagai wahana 
untuk pembelajaran usaha ekonomi, sosial menciptakan 
pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat desa. 
Secara garis besar, tujuan dari BUM Desa Maju Makmur adalah untuk 
meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Oleh 
karena itu, BUM Desa harus mampu menjadi lembaga ekonomi sekaligus lembaga 
sosial. Sebagai lembaga ekonomi, BUM Desa Maju Makmur membentuk Unit 
Usaha Swakelola dan Unit Usaha Mitra Masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga 
sosial, BUM Desa Maju Makmur memiliki Unit Binaan. 
Untuk menjadi suatu Unit Usaha BUM Desa, masyarakat dapat 
mengajukannya dengan syarat harus warga asli Desa Minggirsari yang ditunjukkan 
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta juga harus memiliki usaha yang 
berpotensi untuk dikembangkan. Dengan adanya unit dari masyarakat, BUM Desa 
memiliki tanggungjawab untuk memberikan modal atau tambahan modal kepada 
unit usahanya. Unit usaha ini nantinya yang bertanggungjawab atas usaha, produksi 
dan pemasarannya.9 Selain itu, Unit Usaha BUM Desa juga memiliki kewajiban 
untuk melaksanakan administrasi keuangan usahanya dan melaporkan pengelolaan 
                                                          
9 Hasil Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur Kabupaten Blitar pada tanggal 7 
Maret 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
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usahanya setiap bulan kepada Direktur BUM Desa Maju Makmur.10 Hal ini 
merupakan bentuk pertanggungjawaban unit usaha kepada BUM Desa.  
Terkait dengan bagi hasil usaha, Unit Usaha memiliki kewajiban untuk 
memberikan kontribusi dari hasil usaha setiap bulan kepada BUM Desa sebesar 
30%, terkecuali untuk Unit Usaha Simpan Pinjam Pokmas memberikan kotribusi 
hasil usaha setiap bulan sebesar 70%. Sehingga dengan demikian, Unit Usaha 
mendapatkan keuntungan 70% dari hasil usahanya, kecuali Unit Usaha Simpan 
Pinjam Pokmas yang mendapatkan 30% dari hasil usahanya.11 
Selain unit usaha yang berasal dan dikelola oleh masyarakat, BUM Desa 
memiliki Unit Usaha yang dijalankan secara swakelola. Artinya, unit usaha tersebut 
dikelola secara langsung oleh Pelaksana Operasional BUM Desa. Unit Usaha BUM 
Desa yang dijalankan secara swakelola adalah Unit Usaha Saprotan, Unit Usaha 
Simpan Pinjam Induk, Unit Usaha Agen BNI. Berbeda dengan unit usaha yang 
dikelola oleh masyarakat, unit usaha yang dijalankan secara swakelola, hasil 
keuntungan seluruhnya masuk kepada BUM Desa Maju Makmur.12 Sehingga Unit 
Usaha yang dikelola secara swakelola dapat lebih dirasakan keuntungannya untuk 
pemasukan BUM Desa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan BUM Desa 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Minggirsari. 
Unit Usaha Saprotan memiliki potensi yang baik karena mayoritas 
masyarakat Desa Minggirsari adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga 
kebutuhan pertanian sangat dibutuhkan warga, khususnya petani. Unit Usaha 
                                                          
10 Ibid.  
11 BUM Desa Maju Makmur. 2011. AD/ART BUM Desa Maju Makmur Nomor 1 tahun 2011. 
12 Hasil Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur, Kabupaten Blitar pada tanggal 7 
Maret 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur 
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Saprotan ini sangat membantu petani dalam mengelola lahan pertaniannya. Manfaat 
yang dirasakan langsung oleh warga Minggirsari. 
Untuk Unit Usaha Simpan Pinjam Induk berbeda dengan Unit Usaha 
Pokmas dalam hal pengelolaan. Unit Simpan Pinjam Pokmas dikelola oleh 
kelompok masyarakat yang berasal dari program UPK Gardu Taskin, dengan bunga  
pinjaman sebesar 1,5% tanpa agunan atau jaminan.13 Hal ini karena BUM Desa 
telah percaya dengan masing-masing Ketua Pokmas, sehingga Ketua Pokmas 
bertanggungjawab penuh atas pinjaman dari nasabahnya. Sementara, Unit Simpan 
Pinjam Induk dikelola langsung oleh BUM Desa dengan besaran bunga pinjaman 
2% dengan agunan atau jaminan yang dapat berupa BPKB (Bukti Pemilik 
Kendaraan Bermotor) atau Sertifikat tanah.14 Peminjam perorangan atau pokmas 
tersebut harus berdomisili di Desa Minggirsari yang dibuktikan dengan adanya 
KTP warga Minggirsari. 
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa BUM Desa didirikan dengan tujuan 
tidak hanya sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai lembaga sosial desa. 
Sebagai lembaga ekonomi desa, BUM Desa berperan dalam meningkatkan 
kemandirian perekonomian di desa. Sehingga, masyarakat desa dapat megurangi 
ketergantungannya kepada pihak di luar desa. Dengan begitu, perekonomian di desa 
akan menjadi kuat. Selain itu, BUM Desa Maju Makmur juga berperan sebagai 
lembaga sosial. BUM Desa Maju Makmur telah memiliki proporsi 15% dari SHU 
BUM Desa untuk keperluan dana sosial.15 Hal ini merupakan salah satu tujuan 
                                                          
13 BUM Desa Maju Makmur. 2011. AD/ART BUM Desa Maju Makmur Nomor 1 tahun 2011. 
Bagian Kedua: Ketentuan Pinjaman. Pasal 12.  
14 Ibid. 
15 Ibid. Pasal 13 
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BUM Desa sebagai bentuk tanggungjawab sosial dari BUM Desa kepada 
masyarakat. Program sosial yang rutin dilaksanakan oleh BUM Desa setiap 
tahunnya adalah Santunan Anak Yatim dan Janda Duda Kurang Mampu. 
BUM Desa selain sebagai lembaga ekonomi desa yang telah membentuk 
unit-unit usaha baik itu yang dijalankan secara swakelola maupun unit usaha yang 
dijalankan oleh masyarakat, juga memiliki tujuan sebagai lembaga sosial. Sebagai 
lembaga sosial, BUM Desa Maju Makmur juga memiliki Unit Binaan. Unit Binaan 
BUM Desa berbeda dengan Unit Usaha BUM Desa. Unit Usaha melakukan bagi 
hasil untuk pemasukan pendapatan BUM Desa, sedangkan Unit Binaan BUM Desa 
tidak ada bagi hasil dengan BUM Desa. Jadi BUM Desa Maju Makmur murni hanya 
sebagai pembina dari suatu usaha masyarakat. Saat ini, BUM Desa Maju Makmur 
memiliki 2 Unit Binaan, yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) Mandiri dan Usaha 
Keset.16 
KWT Mandiri didirikan pada tahun 2011 dan disahkan dengan 
dikeluarkannya Sertifikat Nomor 520.11/122/409.308/2012 dari BP4K (Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Kabupaten Blitar.17 
Program yang saat ini dijalankan oleh KWT Mandiri adalah Program Green House. 
Program Green House ini merupakan usaha yang dijalankan KWT untuk menjual 
segala jenis tanaman yang nanti hasilnya akan masuk ke kas Pendapatan KWT. 
Total anggota KWT ada 23 anggota. Setiap minggu atau ketika ada acara, anggota 
                                                          
16 Hasil wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur, Desa Minggirsari pada tanggal 7 
Maret 2011 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
17 Hasil Wawancaran dengan Koordinator KWT Mandiri, Desa Minggirsari pada tanggal 12 Maret 
2017 Pukul 14.00 WIB di Kantor KWT Mandiri 
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KWT berkumpul walaupun hanya sekedar bersih-bersih dan melakukan perawatan 
pada tanaman yang terdapat di Green House.18  
Peran dari BUM Desa Maju Makmur adalah memberikan saran dan 
masukan-masukan untuk perkembangan dari KWT Mandiri. BUM Desa juga 
menyediakan pupuk untuk tanaman di Green House yang dijalankan oleh KWT. 
Hal ini karena BUM Desa memiliki Usaha Saprotan yang cocok dengan kebutuhan 
dari KWT untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, BUM Desa juga telah 
berperan dalam meningkatkan pelanggan dari usaha KWT Mandiri. Cara yang 
dilakukan BUM Desa adalah dengan setiap ada kunjungan ke BUM Desa, 
diarahkan ke Green House milik KWT Mandiri.19 Sehingga dapat menambah 
pemasukan kas KWT. 
Selain memiliki Unit Binaan KWT, BUM Desa Maju Makmur juga 
memiliki Unit Binaan Usaha Keset. Usaha Keset ini dijalankan oleh warga Desa 
Minggirsari. Peran BUM Desa dalam Unit Binaan Usaha Keset kurang lebih sama 
dengan KWT yaitu memberikan saran dan masukan kepada usaha agar dapat lebih 
berkembang. Selain itu, BUM Desa juga memiliki peran dalam membantu 
memasarkan hasil usaha dengan mengarahkan pengunjung yang datang ke BUM 
Desa untuk diajak berkunjung ke usaha keset. Menurut Kepala Desa Minggirsari, 
Usaha Keset dari hasil limbah karpet mobil yang merupakan Unit Binaan BUM 
Desa telah menembus pasar nasional.20 Usaha Keset ini telah menyerap tenaga kerja 
kurang lebih 100 orang. Untuk pasar dari Usaha Keset ini telah mencapai Aceh, 
                                                          
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Maret 2017 
Pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Minggirsasri. 
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Irian Jaya, Sumatera dan tersebar di Pulau Jawa.21 Hal ini juga karena peran dari 
BUM Desa yang turut memasarkan usaha keset yang dijalankan oleh warga 
Minggirsari. Banyaknya kunjungan ke BUM Desa Maju Makmur untuk studi 
banding merupakan potensi yang besar untuk BUM Desa mengenalkan potensi 
yang dimiliki oleh Desa Minggirsari untuk dikenalkan kepada orang banyak. 
5.1.2. Sumber Daya Kebijakan BUM Desa 
Sumber daya dalam suatu kebijakan merupakan salah satu hal penting dalam 
menentukan suatu implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang dimaksud 
adalah Sumber Daya Manusia (SDM) serta juga sumber daya finansial. SDM 
merupakan sumber daya kebijakan yang penting karena mereka sebagai 
implementor langsung dalam suatu kebijakan publik. SDM yang dimaksud harus 
memiliki kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan suatu 
kebijakan. Disamping itu, sumber daya finansial juga turut menjadi faktor 
pendukung penting bagi pengimplentasi kebijakan melaksanakan tugasnya. 
Terkait dengan SDM, BUM Desa Maju Makmur memiliki susunan 
pengurus yang mayoritas berlatar belakang sebagai wiraswasta. Susunan 
kepengurusan BUM Desa Maju Makmur tertuang dalam Keputusan Kepala Desa 
Minggirsari Nomor 1 tahun 2011 tentang Pengangkatan Badan Pengawas dan 
Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa. Berikut adalah susunan kepengurusan 










Susunan Pengurus BUM Desa Maju Makmur 
Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar 
 
No. Nama Jabatan Keterangan 
1. Drs. Saekhoni Komisaris Kepala Desa 
2. Muntholib Pengawas Ketua BPD/ 
Wiraswasta 
3. Mustajib Pengawas Purna TNI 
4. Hariyanto Ketua Wiraswasta 
5. Silvana Listiani Sekretaris Wiraswasta 
6. Atik Rahmawati Bendahara Wiraswasta 
7. Mariyanto Karyawan Wiraswasta 
8. Gandes Intan S. Karyawan Wiraswasta 
9. Katuwan KA Unit SP Pokmas Wiraswasta 
10. Agus Suprapto KA Unit SP Pokmas Wiraswasta 
11. Samsul Anwar KA Unit SP Pokmas Wiraswasta 
12. Suroto KA Unit SP Pokmas Wiraswasta 
13. Hadi Winaryo KA Unit SP Pokmas Wiraswasta 
14. Muh. Hasan KA Unit Batako Wiraswasta 
15. Nur Choliq KA Unit Bengkel Las Wiraswasta 
16. Ali Imron KA Unit Pembesaran Sapi Perangkat Desa 
17. Gandes Intan S. KA Unit Saprodi Wiraswasta 
Sumber: Pemerintah Desa Minggirsari. 2011. Keputusan Kepala Desa Minggirsari Nomor 1 tahun 
2011 tentang Pengangkatan Badan Pengawas dan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa. 
Dalam tabel 5.1. tersebut terlihat bahwa BUM Desa Maju Makmur memiliki 
pengurus yang mayoritas berlatar belakang sebagai wiraswasta. Hanya 
Komisaris/Penasihat/Pembina BUM Desa dan Pengawas BUM Desa serta Kepala 
Unit Usaha Pembesaran sapi saja yang berasal bukan dari wiraswasta. Pemilihan 
pengurus ini berdasarkan hasil dari Musdes yang dilakukan oleh seluruh elemen di 
Desa Minggirsari. Susunan pengurus yang mayoritas berlatar belakang sebagai 
wiraswasta dipilih karena dianggap mampu dan memiliki kapabilitas yang cukup 
untuk mengelola BUM Desa yang notabene bergerak dalam bidang perekonomian. 
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Dalam susunan pengurus tersebut, tentu terdapat aktor yang paling 
berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan BUM Desa. Adanya aktor yang 
paling berpengaruh, dimaksudkan agar BUM Desa dapat berkembang dan berjalan 
sesuai dengan Peraturan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Terkait 
dengan BUM Desa Maju Makmur, seorang yang disebut memiliki pengaruh besar 
tersebut adalah Direktur BUM Desa Maju Makmur. Direktur BUM Desa Maju 
Makmur merupakan aktor yang berpengaruh penting terhadap berkembangnya 
BUM Desa. Seperti yang disampaikan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD 
Kabupaten Blitar sebagai berikut: 
“Kalau di Minggirsari yang paling berpengaruh itu ya 
Direktur BUM Desa yang sangat antusias sekali. Direktur 
BUM Desa Maju Makmur memiliki jiwa dan kemampuan 
yang luar biasa dalam pengelolaan BUM Desa”22 
Hal senada juga disampaikan oleh Camat Kanigoro sebagai berikut: 
“Padahal kalau ketika kita lihat, sebenarnya potensi dari 
Desa Minggirsari itu tidak ada dan merupakan desa kecil, 
tetapi betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan yang 
ada dan betul-betul niatnya ini untuk mengembangkan 
BUM Desa dan memang harus dilandasi dengam SDM 
yang mumpuni. Ya Direkturnya itu yang mampu mengajak 
warga sana mengembangkan BUM Desa dengan baik”23 
Kepala Desa Minggirsari juga menuturkan hal serupa ketika ditanya 
siapakah yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan BUM Desa. 
Berikut adalah pernyataan singkat dari Kepala Desa Minggirsari: 
                                                          
22 Ibid. 
23 Hasil wawancara dengan Camat Kanigoro, Kabupaten Blitar pada tanggal 6 Maret 2017 Pukul 
12.30 WIB di Kantor Kecamatan Kanigoro 
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“Ya yang berpengaruh tentu dari Direkturnya. Direktur 
BUM Desa kan sebagai pelaksana utama. Jadi ya direktur 
yang paling berpengaruh”24 
Dari pernyataan-pernyataan tersebut, Direktur BUM Desa dianggap sebagai 
aktor yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan BUM Desa. Hal ini 
menjadi masuk akal ketika dilihat bahwa Direktur BUM Desa merupakan pimpinan 
tertinggi terkait dengan pengimplementasian kebijakan pengelolaan BUM Desa. 
Walaupun terdapat Kepala Desa sebagai Pembina yang memiliki struktur lebih 
tinggi dari pada Direktur BUM Desa, tetapi Kepala Desa hanya memiliki 
kewenangan untuk memberikan saran dan binaan serta sebagai stakeholder 
terhadap BUM Desa. Terkait dengan implementor pelaksanaan kebijakan secara 
langsung, Direktur BUM Desa memiliki kewenangan penuh untuk 
melaksanakannya. 
Selanjutnya terkait dengan sumber daya finansial, untuk saat ini modal 
BUM Desa sebagai sumber daya finansial sudah bukan menjadi suatu persoalan 
bagi BUM Desa. Hal ini dikarenakan telah ada Dana Desa yang dapat dialokasikan 
ke dalam penyertaan modal BUM Desa. Selain itu, BUM Desa juga masih dapat 
melakukan kerjasama dengan Pihak ke-3 untuk menambahan penyertaan modal 
BUM Desa.25  
Masih terkait dengan sumber daya finansial, menurut Direktur BUM Desa, 
Pemerintah Desa Minggirsari memiliki pengaruh pada pengelolaan BUM Desa, 
                                                          
24 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Minggirsari Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Maret 2017 
Pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Minggirsari. 
25 Hasil Wawancara dengan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD Kabupaten Blitar pada tanggal 
14 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Blitar. 
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misalkan dalam penyertaan modal BUM Desa.26 Total penyertaan modal dari Desa 
Minggirsari sebesar 172 juta mulai dari tahun 2009.27 Menurut Kepala Desa 
Minggirsari bahwa penyertaan modal BUM Desa setiap tahunnya mengalami 
peningkatan, seperti yang disampaikan sebagai berikut: 
“Dari tahun ke tahun, anggaran untuk BUM Desa kita selalu 
naik. Tahun 2016 kita anggarkan 90 juta, tahun sebelumnya 
tidak sampai segitu. Kalau tahun ini (2017), kita anggarkan 
penyertaan modal BUM Desa 80 juta ditambah anggaran 
bangunan fisik kantor BUM Desa 300 juta”28 
Tahun 2017 terdapat anggaran untuk BUM Desa sebesar 300 juta untuk 
bangunan fisik berupa kantor dan pertokoan BUM Desa serta penambahan 
penyertaan modal sebesar 80 juta merupakan suatu bentuk komitmen dari 
Pemerintah Desa yang serius dalam mengembangkan BUM Desa. Selain itu, BUM 
Desa Maju Makmur juga telah bekerja sama dengan pihak private dalam hal ini 
adalah kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai tambahan untuk 
penyertaan modal. Sehingga, terkait dengan sumber daya kebijakan, dapat 
dikatakan bahwa implementasi kebijakan BUM Desa Maju Makmur untuk saat ini 
dapat berkembang karena memiliki SDM yang baik dan sumber daya finansial yang 
mumpuni untuk menunjang implementasi dari kebijakan BUM Desa.  
5.1.3. Komunikasi Antar Lembaga Terkait 
Implementasi kebijakan BUM Desa Maju Makmur melibatkan beberapa 
beberapa lembaga terkait yang di dalamnya termasuk aktor Desa Minggirsari 
                                                          
26 Hasil Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur, Kabupaten Bltar pada tanggal 7 
Maret 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
27 Ibid.  
28 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Minggirsari Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Maret 2017 
Pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Minggirsari. 
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maupun aktor di luar Desa Minggirsari. Lembaga-lembaga terkait dengan BUM 
Desa Maju Makmur tersebut antara lain adalah, Dinas PMD Kabupaten Blitar; 
Pendamping BUM Desa; Kecamatan Kanigoro; Pemerintah Desa Minggirsari; Tim 
11; dan Unit Usaha BUM Desa Maju Makmur. Berikut adalah gambar yang dapat 





































































































































































































































































































Pada Gambar 5.1. tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa lembaga yang 
berperan dalam pengelolaan BUM Desa Maju Makmur. Pemerintah Kabupaten 
Blitar memberikan kewenangan kepada Dinas PMD Kabupaten Blitar untuk 
mendata, meninjau dan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap BUM Desa yang 
ada di Kabupaten Blitar.29 Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blitar juga 
memberikan kewenangan kepada Camat Kanigoro untuk memantau desa-desa 
beserta BUM Desa yang ada di wilayahnya. Dinas PMD dalam melaksanakan 
tugasnya terkait dengan BUM Desa, dibantu oleh Pendamping BUM Desa. 
Pendamping BUM Desa tersebut dibentuk oleh Dinas PMD untuk membantu 
urusan teknis terkait dengan BUM Desa karena keterbatasan SDM yang dimiliki 
oleh Dinas PMD.30 Ketiga lembaga tersebut (Dinas PMD, Pendamping BUM Desa 
dan Camat Kanigoro) merupakan lembaga di luar struktur BUM Desa yang 
memiliki kewenangan untuk meningkatkan kualitas BUM Desa tanpa melakukan 
intervensi terkait dengan pengelolaannya. 
Dinas PMD Kabupaten Blitar merupakan lembaga teknis yang 
bertanggungjawab terkait dengan pertumbuhan dan keberlangsungan BUM Desa di 
Kabupaten Blitar. Untuk itu, pada tahun 2011 sesuai dengan amanat dari Peraturan 
Bupati Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian dan 
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Dinas PMD mengakta notariskan seluruh 
BUM Desa di Kabupaten Blitar.31 Sehingga pada tahun 2011, Kabupaten Blitar 
                                                          
29 Hasil Wawancara dengan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD Kabupaten Blitar pada tanggal 
14 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Blitar. 
30 Ibid. 
31 Hasil Wawancara dengan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD Kabupaten Blitar pada tanggal 
14 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Blitar. 
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memiliki 220 BUM Desa dari 220 Desa.32 Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan 
Desa, Dinas PMD merupakan orang yang diamanahi untuk melaksanakan tugas 
pokok fungsi dari Dinas PMD terkait dengan BUM Desa.  
“Tugas kita sebatas sebagai pendamping dan pembimbing 
BUM Desa. Kegiatan yang kita lakukan seperti 
mengadakan BIMTEK, terkadang kita juga mengadakan 
forum, kadang juga kita yang diundang ke desa-desa. 
Misalnya satu kecamatan kita kumpulkan, terus kita 
mendatangkan dari provinsi, pusat dan lain-lain untuk 
memberikan pelatihan dan bimbingan kepada BUM 
Desa”33 
Peran dari Dinas PMD antara lain adalah sebagai pembina dan pengawas 
eksternal dari BUM Desa di Kabupaten Blitar termasuk BUM Desa Maju Makmur. 
Sebagai pembina dan pengawas eksternal BUM Desa, Dinas PMD melakukan 
Bimbingan Teknis (BIMTEK), pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan 
BUM Desa. Dinas PMD juga memberikan ruang kepada BUM Desa di Kabupaten 
Blitar untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola BUM Desa dengan cara 
membentuk suatu forum misalnya di tingkat kecamatan. Selain itu, Dinas PMD juga 
sebagai fasilitator BUM Desa untuk berkomunikasi dengan stakeholder lain. 
Bentuk komunikasi tersebut misalkan ketika BUM Desa mengadakan kemitraan 
dengan Pihak ke-3 (Swasta atau sektor private).34 Namun, peran dari Dinas PMD 
hanya sebatas fasilitator dan tidak ada intervensi terkait dengan keputusan, karena 
BUM Desa dituntut harus mampu mengggali potensi yang ada di desanya secara 
                                                          
32 Ibid. 




mandiri. Hal ini dikarenakan potensi antara desa satu dengan desa lainnya tidak 
sama dan yang mengetahui kondisi riil adalah masyarakat desa sendiri. 
Namun, pembinaan dan pelatihan dari Kabid Pembangunan Desa selaku 
perwakilan dari Dinas PMD Kabupaten Blitar masih belum maksimal. Seperti yang 
disampaikan Kabid Pembangunan Desa sebagai berikut: 
“Jadi kita untuk pembinaan itu rutin, tetapi masih kurang 
maksimal. Ya karena jangkauannya luas, 220 Desa 
sedangkan SDM kita juga terbatas. Makanya kitapun juga 
memiliki yang namanya Pendamping BUM Desa. 
Pendamping BUM Desa itu semacam konsultan lah untuk 
BUM Desa di Kabupaten Blitar.”35 
Pendamping BUM Desa digunakan oleh Dinas PMD Kabupaten Blitar 
untuk menjadi media dalam mencapai tujuan berdasarkan preference yang 
diinginkan oleh Dinas PMD, yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas dari BUM 
Desa yang ada di Kabupaten Blitar. Pendamping BUM Desa Kabupaten Blitar 
tersebut merupakan non-PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan berasal dari Pendamping 
Jalinmantra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera).36 Berawal dari 
Pendamping Jalinmantra yang memiliki fokus pada ekonomi dan sering mengikuti 
berbagai macam BIMTEK, pada akhirnya paham terkait dengan pengelolaan BUM 
Desa. Oleh karena itu, mereka difungsikan untuk membantu peningkatan kapasitas 
SDM yang ada di desa, khususnya untuk pengelolaan BUM Desa. Saat ini, Dinas 
PMD memiliki total 3 Pendamping Desa, yaitu 2 dari Pendamping Jalinmantra dan 
ditambah Direktur BUM Desa Maju Makmur. Pemilihan Direktur BUM Desa Maju 
Makmur sebagai Pendamping BUM Desa karena menurut Dinas PMD telah mampu 
                                                          




membawa BUM Desa menjadi maju. Sehingga difungsikan oleh Dinas PMD untuk 
membantu transfer ilmu kepada BUM Desa lainnya agar dapat berkembang dan 
maju. 
Menurut Kabid Pembangunan Desa, SDM di desa sudah ada, tetapi terkait 
dengan pengelolaan BUM Desa perlu diasah lagi. Ini dikarenakan SDM di desa 
masih belum paham terkait tentang regulasi, pengelolaannya serta juga tentang 
mekanisme kerjasama BUM Desa. Peran dari Pendamping BUM Desa diperkuat 
oleh pernyataan Kepala Desa Minggirsari sebagai berikut: 
“Sampai hari ini, pendampingan dari Pemda ada walaupun 
tidak rutin, bagus untuk terobosan-terobosan memang kita 
minta saran kepada Dinas PMD, lewat Pendamping BUM 
Desa juga. Misalkan ketika ada kegiatan pembinaan, BUM 
Desa bisa mendapatkan saran-saran dan masukan-
masukan.”37 
Peran dari Dinas PMD yang dibantu oleh Pendamping BUM Desa menjadi 
sangat penting dalam memberikan masukan dan saran untuk perkembangan BUM 
Desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa. Selain itu, Pendamping 
BUM Desa dapat meningkatkan kapasitas SDM di desa dalam mengelola BUM 
Desa. 
Sedangkan Kecamatan Kanigoro juga berperan dalam pengelolaan BUM 
Desa Maju Makmur. Camat Kanigoro selaku perwakilan dari Pemerintah 
Kabupaten Blitar di tingkat kecamatan memiliki peran untuk melakukan 
pengawasan dan pembinaan terhadap desa di wilayahnya. Menurut Camat 
Kanigoro, Kecamatan Kanigoro memiliki 10 desa, di mana terdapat 5 desa memiliki 
                                                          
37 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Minggirsari Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Maret 2017 
Pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Minggirsari. 
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BUM Desa yang masih berjalan dengan baik hingga sekarang. Kelima desa tersebut 
adalah Desa Minggirsari (BUM Desa Maju Makmur), Desa Papungan (BUM Desa 
Sejahtera), Desa Kuningan (BUM Desa Srikandi), Desa Bangle (BUM Desa 
Soraya), Desa Sawentar (BUM Desa Sumber Urip).38 Dari ke-5 desa tersebut, Desa 
Minggirsari merupakan desa yang memiliki BUM Desa terbaik di Kecamatan 
Kanigoro. Adapun peran dari Camat Kanigoro adalah seperti yang disampaikan 
sebagai berikut: 
”Selaku Camat di sini, yang jelas kita memberikan masukan 
dan pembinaan kepada desa, termasuk desa mengajukan 
APB Desa, kita diberi kewenangan oleh Bupati Blitar untuk 
memverifikasi dan mengevaluasi APB Desa yang akan 
dilaksanakan oleh desa, termasuk yang dilaksanakan nanti 
sebagai penyertaan modal BUM Desa”39 
Peran dari Camat Kanigoro dalam pengelolaan BUM Desa Maju Makmur 
adalah memberikan masukan, saran dan pembinaan terhadap desa dan BUM Desa, 
termasuk memberikan saran terkait dengan pengajuan APB Desa. Camat Kanigoro 
diberikan kewenangan oleh Bupati Blitar untuk memverifikasi dan mengevaluasi 
APB Desa, termasuk sebagai penyertaan modal BUM Desa. 
Lembaga di luar struktur BUM Desa tersebut (Dinas PMD, Pendamping 
BUM Desa dan Kecamatan Kanigoro) melakukan koordinasi dengan lembaga 
terkait yang ada di dalam struktur Pemerintahan Desa Minggirsari. Lembaga terkait 
dengan BUM Desa tersebut antara lain Pemerintah Desa Minggirsari khususnya 
Kepala Desa yang menjabat sebagai ex-officio Penasihat BUM Desa, Badan 
                                                          
38 Hasil Wawancara dengan Camat Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 6 Maret 2017 Pukul 




Permusyawaratan Desa (BPD) Minggirsari sebagai Pengawas BUM Desa, Tim 11 
dan Lembaga Desa Wisata (LDW) serta juga Unit Usaha dan Unit Binaan BUM 
Desa Maju Makmur.  
Dalam melaksanakan implementasi kebijakan, Direktur BUM Desa dalam 
melaksanakan tugasnya harus melakukan koordinasi kepada Pembina dan 
Pengawas BUM Desa serta juga Tim 11 dan LDW.  BUM Desa Maju Makmur pada 
awal tahun 2017 memiliki Tim 11 yang berfungsi sebagai tim pembantu percepatan 
pengembangan usaha BUM Desa. Untuk saat ini, Tim 11 difokuskan untuk 
membantu LDW menggarap unit terbaru dari BUM Desa, yaitu Unit Desa Wisata. 
Sehingga diperlukan adanya komunikasi antar lembaga yang intens untuk 
melaksanakan implementasi kebijakan dari BUM Desa.  
Selain itu, komunikasi juga dilakukan BUM Desa dengan unit usaha yang 
bermitra dengan masyarakat serta juga dengan pihak private yaitu BNI. Dalam 
perkembangannya, BUM Desa memiliki beberapa unit usaha untuk meningkatkan 
pendapatan BUM Desa baik itu unit usaha swakelola maupun unit usaha yang 
bermitra dengan masyarakat. Selain bermitra dengan masyarakat, BUM Desa juga 
dapat bermitra dengan pihak ke-3 atau swasta. Dalam hal ini, BUM Desa 
melakukan kemitraan dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Alasan BUM Desa 
bermitra dengan BNI karena PT. BNI Tbk merupakan pihak yang ditunjuk oleh 
Kemendesa PDTT untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas BUM 
Desa.40  
                                                          
40 Kemendesa PDTT. 2016. Serius Garap BUMDes, Mendes Kebut Kerjasama BULOG dan BNI. 
Diakses dari http://kemendesa.go.id/index.php/view/detil/1836/serius-garap-bumdes-mendes-
kebut-kerjasama-bulog-dan-bni pada tanggal 15 April 2017. 
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Berikut adalah pengkategorian lembaga terkait dengan pengimplementasian 
pengelolaan BUM Desa di dalam Desa Minggirsari dan di luar Desa Minggirsari: 
Tabel 5.2. 
Pengkategorian Lembaga Terkait dalam Pengelolaan BUM Desa Maju 
Makmur 
 
No. Lembaga Posisi Lembaga 
1. Dinas PMD Kabupaten Blitar Luar Desa Minggirsari 
2. Pendamping BUM Desa Luar Desa Minggirsari 
3. Kecamatan Kanigoro Luar Desa Minggirsari 
4. Pemerintah Desa Minggirsari Dalam Desa Minggirsari 
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Minggirsari 
Dalam Desa Minggirsari 
6. Tim 11 Dalam Desa Minggirsari 
7. Lembaga Desa Wisata (LDW) Dalam Desa Minggirsari 
8. Unit Usaha dan Unit Binaan BUM Desa 
Maju Makmur 
Dalam Desa Minggirsari 
Sumber: Diolah Penulis, 2017 
Sinergitas dan komunikasi antara semua lembaga terkait yang berpengaruh 
dalam pengelolaan BUM Desa merupakan hal yang sangat penting dalam 
menjalankan BUM Desa. BUM Desa Maju Makmur dalam pelaksanaanya, 
memiliki sinergitas diantara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan 
BUM Desa, baik itu lembaga di dalam struktur BUM Desa maupun lembaga di luar 
struktur BUM Desa. Sinergitas antara lembaga di luar stuktur BUM Desa Maju 
Makmur, seperti Dinas PMD Kabupaten Blitar, Pendamping BUM Desa dan 
Kecamatan Kanigoro penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi untuk 
memberikan bimbingan, masukan dan saran yang berguna bagi perkembangan 
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BUM Desa. Dinas PMD sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Blitar 
dibantu dengan Pendamping BUM Desa, pada pelakasanaanya sering menjalankan 
Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk meningkatkan kualitas SDM dari masyarakat 
desa terutama Pengurus BUM Desa agar dapat lebih mengerti dan paham terkait 
dengan pengelolaan BUM Desa.41 BIMTEK dari Dinas PMD tersebut seringkali 
dilaksanakan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Blitar, sehingga sinergitas dan 
komunikasi yang baik diperlukan agar bimbingan yang ditujukan ke BUM Desa-
BUM Desa di Kabupaten Blitar dapat benar-benar bermanfaat dengan baik.42 
Kemudian yang tidak kalah penting adalah sinergitas dalam berkomunikasi 
juga harus dijalin oleh lembaga di dalam struktur BUM Desa, seperti Direktur BUM 
Desa, Kepala Desa dari Pemerintah Desa Minggirsari dan Ketua BPD selaku 
pengawas internal BUM Desa. Sinergitas dan komunikasi yang baik antara Direktur 
BUM Desa, Kepala Desa dan Pengawas sangat diperlukan untuk menjaga 
keharmonisan di dalam struktur BUM Desa. 
Selanjutnya, sinergitas dalam berkomunikasi antara lembaga tersebut juga 
harus didukung oleh peran serta dari masyarakat desa. BUM Desa tidak akan 
berjalan dengan baik tanpa didukung oleh masyarakat desa sendiri. Sehingga untuk 
BUM Desa Maju Makmur sendiri, setiap keputusan harus dimusyawarahkan 
melalui musyawarah desa.43 Ketiga lembaga tersebut (BUM Desa, Pemerintah Desa 
dan BPD) harus terlibat dan saling mendukung. Hal ini serupa dengan yang 
                                                          
41 Hasil Wawancara dengan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD Kabupaten Blitar pada tanggal 
14 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Blitar. 
42 Ibid. 
43 Hasil Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur, Kabupaten Bltar pada tanggal 7 
Maret 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
96 
 
dikatakan oleh Camat Kanigoro bahwa kunci dari BUM Desa dapat maju seperti 
Desa Minggirsari adalah sinergitas antara ketiga unsur tersebut.44 Hasilnya pun, 
BUM Desa dapat lebih terbuka, transparan dan meminimalisir terjadinya 
ketidaksepahaman. 
5.1.4. Karakteristik Agen Pelaksana BUM Desa 
Menurut Van Meter dan Van Horn, karakateristik agen pelaksana dalam 
suatu implementasi kebijakan publik perlu juga mendapat perhatian. Hal tersebut 
menjadi penting untuk mendapatkan perhatian karena dalam pengimplementasian 
suatu kebijakan akan banyak dipengaruhi oleh karakteristik atau ciri dari agen 
pelaksana kebijakan. Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa dalam 
pengimplementasian suatu kebijakan perlu memperhatikan karakteristik agen 
pelaksana yang terdiri dari organisasi formal maupun organisasi non-formal yang 
terlibat dalam pengimplementasian suatu kebijakan.45 
Karakter yang dimiliki oleh agen pelaksana harus mampu menyesuaikan 
dengan kondisi lingkungan pada daerah yang terdampak terhadap implementasi 
suatu kebijakan. Dalam hal ini, karena BUM Desa berada pada lingkup desa, maka 
agen pelaksana harus memiliki kedekatan yang baik terhadap masyarakat desa. Hal 
ini karena desa merupakan lingkup yang memiliki tingkat kedekatan yang lebih 
tinggi dalam masyarakat jika dibandingkan dengan masyarakat kota.  
Begitu pula yang ada pada BUM Desa Maju Makmur yang berlokasi di Desa 
Minggirsari. Masyarakat Desa Minggirsari yang mayoritas bekerja sebagai petani, 
                                                          
44 Hasil Wawancara dengan Camat Kanigoro Kabupaten Blitar pada tanggal 6 Maret 2017 Pukul 
12.30 WIB di Kantor Kecamatan Kanigoro. 
45 Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Op.Cit. Hlmn: 470 
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memiliki kedekatan tinggi antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.46 
Sehingga pengimplementasi dalam kebijakan BUM Desa diperlukan orang yang 
memiliki karakteristik jiwa bisnis serta juga harus dibarengi dengan jiwa sosial.47 
Hal ini dikarenakan orientasi BUM Desa adalah orientasi bisnis, tetapi lingkupnya 
di desa. Sehingga diperlukan juga pendekatan-pendekatan sosial secara langsung, 
karena segala sesuatu berdekatan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu 
diperlukan seseorang yang berpengaruh atau bisa disebut aktor yang memiliki jiwa 
bisnis dan sosial yang dapat mengembangkan BUM Desa. Pada BUM Desa Maju 
Makmur, Direktur BUM Desa tersebut dianggap telah memiliki jiwa bisnis dan 
sosial sehingga dapat melakukan tugas dalam mengembangkan BUM Desa Maju 
Makmur dengan baik.48  
Sependapat dengan Dinas PMD Kabupaten Blitar, Camat Kanigoro juga 
mengungkapan bahwa Direktur BUM Desa yang merupakan pelaksana operasional 
BUM Desa harus memiliki jiwa sosial dan bisnis, sehingga dalam pelaksanaanya 
BUM Desa dapat mewujudkan tujuannnya sebagai lembaga ekonomi sekaligus 
lembaga sosial.49 Oleh karena itu, ketokohan dari pengurus BUM Desa merupakan 
salah satu strategi yang tepat dalam mengembangkan BUM Desa menjadi motor 
penggerak perekonomian masyarakat desa. Karakteristik dari pengurus BUM Desa 
harus memiliki jiwa bisnis dan sosial tersebut untuk merangkul semua unsur, 
                                                          
46 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Maret 2017 
Pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Minggirsari. 
47 Hasil Wawancara dengan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD Kabupaten Blitar pada tanggal 
14 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Blitar. 
48 Ibid.  
49 Hasil wawancara dengan Camat Kanigoro, Kabupaten Blitar pada tanggal 6 Maret 2017 Pukul 
12.30 WIB di Kantor Kecamatan Kanigoro 
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sehingga semua merasa memiliki BUM Desa dan bersedia untuk mengembangkan 
BUM Desa untuk kemajuan desa. Kemauan keras dari Direktur BUM Desa yang 
tinggi dan kemampuannya dalam mengembangkan, mengelola dengan inovatif atas 
potensi desa yang ada, maka BUM Desa dapat menjadi lembaga ekonomi desa yang 
efektif dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.  
Dalam pelaksanaanya, peran dari Pemerintah Desa juga penting untuk 
mendukung Direktur BUM Desa dalam mengembangkan BUM Desa. Pemerintah 
Desa khususnya Kades Minggirsari penting peranannya dalam mendukung dan 
mengalokasikan anggaran kepada BUM Desa Maju Makmur. Ini merupakan suatu 
bentuk komitmen yang tinggi dari Kepala Desa dalam mengembangkan BUM 
Desa. Jika tidak ada komitmen yang tinggi dari Kepala Desa misalkan dalam 
penyertaan modal kepada BUM Desa, maka BUM Desa akan kesulitan dalam 
menjalankan peranannya dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.  
Dalam pengelolaan BUM Desa, tentu dalam pelaksanaannya memiliki 
pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat. Berikut 
adalah gambar dari alur pertanggungjawaban yang dilakukan BUM Desa Maju 
Makmur:  
Gambar 5.2. 
Alur Pertanggungjawaban BUM Desa Maju Makmur 
 
 
















Kepala Desa Minggirsari merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh 
dalam pengelolaan BUM Desa Maju Makmur. Kepala Desa Minggirsari paling 
berpengaruh karena terkait dengan bentuk pertanggung jawaban BUM Desa. 
Seperti yang terdapat dalam Gambar 5.2., bahwa BUM Desa Maju Makmur 
bertanggung jawab langsung ke Pemerintah Desa Minggirsari. Bentuk 
pertanggungjawaban BUM Desa dilaksanakan setiap tahun dengan mengadakan 
musyawarah desa terkait dengan laporan pengelolaan BUM Desa. Bentuk 
pertanggungjawaban itu disebut dengan Rapat Akhir Tahun (RAT) BUM Desa 
Maju Makmur. RAT tersebut setiap tahunnya dihadiri oleh seluruh unsur desa, 
mulai dari Kepala Desa (Pemerintah Desa Minggirsari), BPD, LPMD, RT/RW, 
Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, serta juga lembaga di luar desa, seperti 
Dinas PMD, Pendamping BUM Desa dan Camat Kanigoro.50 Selanjutnya 
Pemerintah Desa Minggirsari melaporkan pertanggunjawaban ke Camat Kanigoro 
dan Camat Kanigoro menyampaikannya ke Pemerintah Kabupaten Blitar.51 
Kepala Desa Minggirsari selaku ex-officio menjabat sebagai 
Komisaris/Penasihat BUM Desa Maju Makmur. Kepala Desa Minggirsari selaku 
Penasihat memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan BUM Desa. 
Dengan demikian, karakteristik Kepala Desa yang melakukan tindakan dari 
berbagai alternatif-alternatif yang ada oleh Kepala Desa sangat penting dilakukan 
karena menentukan berkembang tidaknya suatu BUM Desa. Sehingga, peran 
Pemdes Minggirsari khususnya Kepala Desa dalam pendirian dan pengelolaan  
                                                          
50 Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur Desa Minggirsari pada tanggal 7 Maret 




BUM Desa sangat besar. Inisiasi awal pendirian BUM Desa Maju Makmur adalah 
berasal dari Kades Minggirsari dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat, membuka dan mengembangkan usaha masyarakat, menambah PA 
Desa dan juga untuk menyelamatkan aset desa. Sehingga Kades Mingirsari 
berinisiasi untuk merubah UPK Gardu Taskin menjadi BUM Desa Maju Makmur 
dengan disahkan melalui Perdes Minggirsari Nomor 2 tahun 2008 yang kemudian 
direvisi menjadi Perdes Minggirsari Nomor 1 tahun 2011.52 Selain itu Kades 
Minggirsari juga mengeluarkan Keputusan Kades Minggirsari Nomor 1 tahun 2011 
tentang Pengangkatan Badan Pengawas dan Badan Pengurus BUM Desa. 
Selain Pemerintah Desa Minggirsari, peran dari pengawas BUM Desa Maju 
Makmur juga sangat penting dalam pengelolaan BUM Desa. 
“Kalau yang di Minggirsari, khususnya mulai tahun 2015, 
kita melibatkan beberapa unsur dalam BUM Desa. Bahkan 
pada komitmen kita bahwa yang dilaksanakan daripada 
BUM Desa itu merupakan keputusan antara Pengurus BUM 
Desa, Pemerintah Desa dan Pengawas”53 
Segala keputusan yang menyangkut dalam pengelolaan BUM Desa harus 
melibatkan setidaknya tiga unsur yaitu Pengurus BUM Desa, Pemerintah Desa dan 
Pengawas yang berasal dari Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. Sehingga dengan 
demikian akan tumbuh di dalam masyarakat rasa memiliki BUM Desa karena 
melibatkan unsur-unsur desa dalam pengelolaan BUM Desa.54 Termasuk ketika 
                                                          
52 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Minggirsari Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Maret 2017 





BUM Desa menjalin kemitraan dengan Pihak ke-3 (Swasta atau sektor private), tiga 
unsur tersebut selalu dilibatkan. 
Pengawas Internal BUM Desa Maju Makmur berjumlah 2 orang yang 
berasal dari Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. Pembentukan pengawas ini sesuai 
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 8 tahun 2011 tentang Pedoman 
Umum Tata Cara Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, yang 
menyebutkan bahwa Pengawas BUM Desa dijabat oleh Ketua BPD dan tokoh 
masyarakat. Hal ini berbeda dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat melalui Kemendesa PDTT. Berikut adalah petikan peraturan baru 
yang dikeluarkan oleh Kemendesa PDTT terkait dengan Pengawas BUM Desa 
yang berbeda dengan Perbup Kabupaten Blitar Nomor 8 tahun 2011:55 
Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri dari: 
a. Ketua; 
b. Wakil ketua merangkap anggota; 
c. Sekretaris merangkap anggota; 
d. Anggota. 
Pasal tersebut mengindikasikan bahwa Pengawas BUM Desa minimal 
terdiri dari 4 orang untuk dapat mencakup struktur dari pengawas BUM Desa. Akan 
tetapi, pada pelaksanaannya BUM Desa Maju Makmur hanya memiliki 2 pengawas 
yang terdiri dari Ketua BPD dan tokoh masyarakat karena masih berpedoman pada 
Perbup Kabupaten Blitar Nomor 8 tahun 2011. 
Selanjutnya, Kepala unit juga merupakan orang yang berpengaruh dalam 
pengelolaan BUM Desa. Hal ini dikarenakan, Kepala Unit merupakan orang yang 
                                                          
55 Kemendesa PDTT. 2015. Peraturan Kemendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 15. 
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menjalankan usaha BUM Desa. Berhasil tidaknya usaha yang dijalankan oleh BUM 
Desa ditentukan dari kinerja Kepala Unit BUM Desa.56 Kepala Unit yang saat ini 
dimiliki oleh BUM Desa adalah Kepala Unit Simpan Pinjam Pokmas, Kepala Unit 
Bengkel Las, Kepala Unit Batako, Kepala Unit Penggilingan, Kepala Unit 
Pembesaran Sapi, dan Kepala Unit Desa Wisata (Lembaga Desa Wisata).57 
Secara keseluruhan, karakteristik agen pelaksana/pengimplementasi 
kebijakan yang berpengaruh dalam pengelolaan BUM Desa, mulai dari Pemerintah 
Desa, BUM Desa dan BPD selaku pengawas BUM Desa memiliki sinergitas yang 
baik. Mayoritas dari masing-masing lembaga tersebut mengedepankan efektifitas 
dan efisiensi dalam menjalankan peranannya. Masing-masing dari lembaga tersebut 
memiliki karakteristik sendiri untuk mengelola kemajuan BUM Desa Maju 
Makmur. 
5.1.5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 
Faktor eksternal yang mencakup kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan 
budaya juga perlu diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Begitu 
pula dengan Desa Minggirsari yang berada di Kabupaten Blitar dan memiliki luas 
wilayah 261,76 hektare. Desa Minggirsari yang berada di Kecamatan Kanigoro 
Kabupaten Blitar ini memiliki jumlah penduduk 3.786 jiwa dengan rincian laki-laki 
1.939 jiwa dan perempuan 1.847.58 Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 1.146 
Kepala Keluarga.59  
                                                          
56 Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur Desa Minggirsari pada tanggal 7 Maret 
2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
57 Ibid. 
58 Pemerintah Desa Minggirsari. 2017. Profil Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten 
Blitar.  
59 Ibid.  
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Penduduk Desa Minggirsari memiliki mayoritas pekerjaan sebagai petani 
yang memiliki jumlah 801 orang, kemudian ada juga yang bekerja sebagai 
pengrajin dan home industry dengan jumlah 170 orang, serta peternak 70 orang dan 
sektor informal lainnya.60 Dengan melihat kondisi lingkungan ekonomi tersebut, 
implementasi kebijakan yang dilakukan oleh BUM Desa adalah membentuk unit 
usaha yang sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Minggirsari. Unit Usaha 
Saprotan, Unit Usaha Penggilingan, Unit Usaha Pembesaran Sapi merupakan 
implementasi yang dilakukan agen pelaksana BUM Desa dalam memperhatikan 
kondisi lingkungan ekonomi. Selain itu, BUM Desa memiliki Unit Binaan 
Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Unit Binaan Keset yang telah berkancah di 
level nasional juga dilakukan BUM Desa untuk mengakomodasi kondisi 
lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat.  
Unit Usaha Simpan Pinjam Induk dan Simpan Pinjam Pokmas juga 
merupakan salah satu implementasi kebijakan yang dilakukan oleh BUM Desa. 
Dengan adanya unit usaha tersebut, masyarakat desa menjadi terbantu dalam 
menjalankan perekonomiannya, misalnya dengan mengajukan pinjaman kepada 
BUM Desa. Selanjutnya, terkait dengan sumber daya alam sebagai modal dan 
potensi dalam pengembangan BUM Desa juga harus ditemukan. BUM Desa harus 
memiliki inovasi dalam menemukan potensi sekaligus mengembangkan potensi 
yang ada di desa. Setiap desa tentu memiliki potensi yang berbeda-beda, karena itu 
diperlukan pengurus BUM Desa yang mampu menemukan inovasi-inovasi yang 
                                                          
60 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Maret 2017 
Pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Minggirsari. 
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berguna bagi perkembangan BUM Desa. Inovasi yang dilakukan tidak hanya dalam 
mencari potensi desa saja, tetapi juga harus mampu melakukan alternatif lainnya 
untuk mengembangkan usaha BUM Desa, seperti menjalin kemitraan dengan pihak 
ke-3 maupun dengan desa lainnya.61 Terlebih lagi, Desa Minggirsari merupakan 
salah satu desa dengan wilayah yang kecil dan minim potensi, sehingga ide-ide 
yang inovatif sangat diperlukan oleh pengurus BUM Desa agar dapat 
mengembangkan BUM Desa.62 
Desa Minggirsari yang terdapat di Kecamatan Kanigoro merupakan salah 
satu desa kecil yang terbagi menjadi 3 dusun. Selain itu, Desa Minggirsari memiliki 
potensi yang minim untuk dikembangkan. Sebagian besar luas wilayah adalah 
persawahan, sehingga potensi utama dari Desa Minggirsari adalah pertanian. 
Padahal seperti yang diketahui, bahwa pertanian di suatu desa itu sudah umum dan 
bukan merupakan potensi yang khas untuk suatu desa. Minimnya potensi desa ini 
dibenarkan oleh beberapa aktor yang mengetahui tentang Desa Minggirsari. Seperti 
yang disampaikan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD Kabupaten Blitar 
sebagai berikut: 
“Jika kita melihat secara mendalam. Memang potensi yang 
ada di Desa Minggirsari kan minim dan wilayahnya kecil, 
wisata tidak ada. Memang Minggirsari itu desa kecil, tetapi 
kemauan Kades dan Direktur BUM Desa yang luar biasa. 
Memang potensi yang minim menjadi hambatan 
tersendiri.”63 
                                                          
61 Hasil Wawancara dengan Kabid Pembangunan Desa, Dinas PMD Kabupaten Blitar pada tanggal 
14 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Blitar. 




Hal serupa juga disampaikan oleh Camat Kanigoro yang memandang bahwa 
Desa Minggirsari merupakan desa kecil dan sulit untuk menemukan potensi yang 
dapat dikembangkan. Namun, SDM yang dimiliki Desa Minggirsari untuk 
mengelola BUM Desa mampu dan dilaksanakan sesuai aturan untuk 
mengembangkan BUM Desa.64  
Walaupun Desa Minggirsari memiliki potensi alam yang minim untuk 
dikembangkan, tetapi Desa Minggirsari memiliki kondisi politik yang cukup 
kondusif. Hal ini seperti mendukungnya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan BUM 
Desa seperti penyertaan modal untuk BUM Desa.65 Selain itu, BPD sebagai 
pengawas BUM Desa sekaligus perwakilan dari masyarakat memiliki hubungan 
yang baik juga dengan BUM Desa dan Pemerintah Desa. Kondisi politik yang 
kondusif ini membawa dampak baik terhadap implementasi kebijakan BUM Desa. 
5.1.6. Sikap Pelaksana Kebijakan BUM Desa 
Pelaksana implementasi kebijakan publik tentu harus implementor yang 
memiliki sikap yang mereka ambil atas pertimbangan dari standar/ukuran dan 
tujuan dari kebijakan tersebut. Hal inilah yang nantinya juga akan mempengaruhi 
implementasi suatu kebijakan publik. Dalam hal ini, pelaksana kebijakan BUM 
Desa yang sikapnya paling berpengaruh adalah Direktur BUM Desa.  
Pelaksana Operasional BUM Desa yang dipimpin oleh Direktur BUM Desa 
merupakan pelaksana kebijakan yang paling berpengaruh dalam pengelolaan BUM 
Desa. Hal ini dikarenakan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan BUM 
                                                          
64 Hasil Wawancara dengan Camat Kanigoro, Kabupaten Blitar pada tanggal 6 Maret 2017 Pukul 
12.30 WIB di Kantor Kecamatan Kanigoro. 
65 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Minggirsari Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Maret 2017 
Pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Minggirsari. 
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Desa selalu melalui kesepakatan Direktur BUM Desa. Direktur BUM Desa Maju 
Makmur saat ini adalah orang yang turut berperan serta dalam pendirian BUM Desa 
pada tahun 2008. Direktur BUM Desa Maju Makmur telah memimpin BUM Desa 
mulai dari tahun 2008 sampai sekarang. Hal ini karena masa bakti kepengurusan 
BUM Desa ditentukan dengan capaian kinerja pengurus dan evaluasi kinerja 
pengurus dilaksanakan setiap 1 tahun melalui Rapat Akhir Tahun (RAT) BUM 
Desa.66  
Direktur BUM Desa memiliki peran yang penting dalam mengembangkan 
BUM Desa untuk memberikan pelayanan perekonomian kepada masyarakat desa, 
sekaligus mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Desa dengan 
memanfaatkan aset dan potensi desa yang ada. Dalam pelaksanaannya, Direktur 
BUM Desa memiliki tugas untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta 
melaksanakan pengelolaan usaha BUM Desa baik usaha swakelola maupun usaha 
yang bermitra dengan masyarakat Desa Minggirsari. Selain itu, Direktur BUM 
Desa Maju Makmur memiliki kewajiban untuk memberikan laporan keuangan dan 
pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa. 
BUM Desa Maju Makmur saat ini memiliki Tim 11 yang berfungsi untuk 
membantu percepatan pengembangan BUM Desa. Pembentukan Tim 11 ini 
merupakan sikap dari pelaksana kebijakan dalam melihat lambannya 
perkembangan BUM Desa. Dalam rangka mengembangkan BUM Desa Maju 
Makmur untuk lebih maju lagi, Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa bersama 
                                                          
66 BUM Desa Maju Makmur. 2011. AD/ART BUM Desa Maju Makmur Nomor 1 tahun 2011. 
Bagian Keempat: Masa Bakti dan Pembaharuan Pengurus. Pasal 7.  
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dengan Direktur BUM Desa, Pengawas BUM Desa dan masyarakat berinisiasi 
membentuk Tim 11. Tim 11 dibentuk merupakan tim independen inisiasi dari 
Kepala Desa dan Direktur BUM Desa beserta Pengawas BUM Desa. Peran dari 
Tim 11 adalah untuk membantu melakasanakan program yang dijalankan oleh 
BUM Desa Maju Makmur. Untuk saat ini program yang dijalankan oleh Tim 11 
dalam membantu BUM Desa Maju Makmur adalah Unit Desa Wisata. 
Pembentukan Tim 11 dilakukan melalui musyawarah desa pada acara Pra-
Rapat Akhir Tahun (RAT) BUM Desa Maju Makmur yang bertepatan pada tangal 
6 Januari 2017.67 Hal ini merupakan salah sikap yang dilakukan oleh 
pengimplementasi kebijakan untuk meningkatkan usaha BUM Desa yang pada 
akhirnya nanti juga akan meningkatkan pendapatan BUM Desa. 
Pemberian nama Tim 11 karena tim ini terdiri dari 11 orang yang dipilih 
berdasarkan proporsi dari wilayah di 3 Dusun Desa Minggirsari. Pembagian 
anggota tersebut adalah 4 anggota dari Dusun Minggirsari 1; 3 anggota dari Dusun 
Minggirsari 2; dan 4 anggota dari Dusun Minggirsari 3. Dusun Minggirsari 2 
memiliki perwakilan yang lebih kecil dari 2 dusun lainnya karena Dusun 
Minggirsari 2 memiliki luas wilayah yang lebih kecil diantara 2 dusun lainnya.68 
“Fungsi kita ya membantu BUM Desa. Contohnya kalau 
ada kegiatan seperti Desa Wisata. Itu kan tugas dari LDW 
dan Tim 11 yang mengerjakan. Mengerjakan jalan ke 
tempat wisata, sama bikin lapak di lokasi wisata. Itu kan 
dananya dari desa. Sebenarnya, LDW itu kan dulu yang 
merencanakan desa wisata. Jadi dulu yang dikasih 
                                                          
67 Hasil Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur, Kabupaten Blitar, pada tanggal 7 
Maret 2017 Pukul 11.00 di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
68 Hasil wawancara dengan Koordinator Tim 11, BUM Desa Maju Makmur pada tanggal 11 Maret 
2017 Pukul 11.30 WIB 
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wewenang itu dan sekarang Tim 11 membantu untuk 
percepatan pembangunannya.”69 
Peran dari Tim 11 adalah membantu BUM Desa dalam rangka 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian desa. 
Saat ini, Tim 11 yang masih baru terbentuk memiliki tugas untuk membantu BUM 
Desa dalam merealisasikan pembangunan Desa Wisata.70 Jadi dalam pembangunan 
desa wisata ini, BUM Desa selain memiliki Lembaga Desa Wisata (LDW) juga 
terdapat Tim 11 yang membantu percepatan pembangunan Desa Wisata. Walaupun 
sampai saat ini Tim 11 belum memiliki Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Desa 
secara resmi, tetapi Tim 11 telah memiliki program kerja jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang. Program kerja ini telah dibahas ketika awal 
pendirian Tim 11 melalui musyawarah desa. Adapun program kerja dari Tim 11 
dalam membantu percepatan pembangunan Desa Wisata adalah sebagai berikut:71 
a. Program Jangka Pendek 
1. Pembuatan jalan kanan kiri dengan lebar 2 meter. 
2. Pembangunan Rabat Gubuk Kambil. 
3. Pembangunan lapak. 
4. Pembuatan papan nama Desa Sirkaya. 
5. Pembangunan wahana permainan untuk anak-anak 
b. Program Jangka Menengah 
1. Pembangunan Rumah Pohon. 
                                                          





c. Program Jangka Panjang 
1. Pembangunan Anjungan Perahu di tepi Sungai Brantas. 
2. Pengembangan Wisata Budaya Watu Bonang. 
Program jangka pendek yang telah direncakan tersebut memiliki target 
waktu 3 bulan. Sedangkan untuk jangka menengah memiliki target waktu 1 tahun 
dan jangka panjang 2 tahun.72 Pembangunan desa wisata ini, di samping untuk 
mendapatkan keuntungan, tujuan BUM Desa membentuk desa wisata ini juga 
karena  menginginkan adanya fasilitas untuk warganya sendiri. Pada dasarnya, 
tugas utama dari Tim 11 dan LDW adalah untuk membuat konsep, pelaksana teknis 
pembangunan sampai pada branding atau pemasaran desa wisata.  
Gambar 5.3. 
Perkembangan Pembangunan Desa Wisata 
 
 
Sumber: Foto Dokumentasi Penelitian di Desa Minggirsari. 




Walaupun pembangunan Desa Wisata masih dalam tahap awal, tetapi BUM 
Desa beserta LDW dan Tim 11 telah berinisiasi untuk mengadakan acara-acara dari 
masyarakat, seperti nonton bola bareng atau nonton film setiap satu minggu 
sekali.73 Adanya acara-acara tersebut dapat menguntungkan warga sekitar seperti 
pedagang karena dapat menjual dagangannya pada acara yang telah disediakan. 
Dengan begitu, perputaran uang di desa akan meningkat lebih tinggi walaupun tidak 
terlalu besar. Namun, acara-acara tersebut perlu dilakukan dalam rangka 
mempromosikan desa wisata sekaligus merekatkan warga untuk berkumpul agar 
suasana desa lebih harmonis. 
Pembentukan Tim 11 ini memang cenderung tumpang tindih dengan LDW 
karena 2 lembaga mengerjakan satu program. Namun, menurut Koordinator LDW, 
dengan adanya Tim 11 justru sangat membantu LDW dalam melaksanakan 
tugasnya. Hal tersebut disampaikan Koordinator LDW sebagai berikut: 
“Kita sebagai LDW ya merasa terbantu dengan adanya Tim 
11. Jadi mereka tidak semena-mena, mereka juga 
koordinasi kepada kita. Jadi kalau LDW ada 3 anggota, 
dengan kurangnya SDM tersebut dapat tertutupi oleh 
adanya Tim 11 ini. Jadi sangat membantu.”74 
Semua lembaga seperti BUM Desa, Pemerintah Desa, Pengawas BUM 
Desa, LDW dan Tim 11 dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Wisata. 
Ketika ada lembaga yang memiliki konsep atau gagasan, masing-masing dapat 
mengajukan ke Pemerintah Desa untuk selanjutnya dilakukan rapat koordinasi. 
Hasil dari rapat koordinasi tersebut harus melalui musyawarah mufakat. Dalam hal 
                                                          
73 Hasil wawancara dengan Koordinator Lembaga Desa Wisata (LDW) pada tanggal 12 Maret 2017 




ini, peran dari Pemerintah Desa yakni Kepala Desa Minggirsari masih sangat 
dominan.  
“Tim 11 itu tugasnya untuk mempercepat pengembangan 
usaha BUM Desa. Baru saja terbentuk itu, beberapa bulan 
yang lalu (Januari). Dibentuk karena melihat desa wisata 
yang lamban, tidak jalan-jalan.”75 
Latar belakang dari pembentukan Tim 11 terjadi karena melihat program 
desa wisata yang berkembang secara lambat. Namun, Pembentukan Tim 11 pada 
dasarnya tidak hanya untuk membantu pelaksanaan pembangunan desa wisata saja. 
Tim 11 diproyeksikan untuk membantu percepatan pengembangan usaha BUM 
Desa secara keseluruhan. Perlunya pembentukan Tim 11 adalah untuk melibatkan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan BUM Desa.76 Hal ini 
dikarenakan anggota dari Tim 11 terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Minggirsari 
berdasarkan proporsi dari wilayah yang ada di Desa Minggirsari. Kedudukan Tim 
11 berada di luar struktur BUM Desa. Nantinya, tugas dari Tim 11 adalah sebagai 
lembaga pendamping dan membantu untuk percepatan pembangunan usaha BUM 
Desa dari sisi luar. 
Sikap lain yang dilakukan oleh implementor kebijakan BUM Desa untuk 
mengatasi minimnya pemasukan yang diterima oleh BUM Desa adalah dengan 
membentuk Unit Usaha baru, yaitu menjalin kerjasama dengan Bank Negara 
Indonesia (BNI). Unit usaha ini merupakan hasil dari kemitraan antara BUM Desa 
dengan BNI. Inisiasi pertama dari kemitraan ini berasal dari BNI. Kemendesa 
                                                          
75 Hasil Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur Kabupaten Blitar pada tanggal 7 
Maret 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
76 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Maret 2017 
Pukul 13.00 WIB di Kantor Desa Minggirsari. 
112 
 
PDTT memberikan kewenangan BNI untuk membantu BUM Desa yang ada di 
seluruh Indonesia. Ketika BUM Desa Maju Makmur mendapatkan penghargaan 
sebagai BUM Desa terbaik nasional kategori Rintisan Agrikultural dan juga 
merupakan Pilot Project BUM Desa dari Provinsi Jawa Timur, pihak BNI langsung 
melakukan kunjungan ke Pemerintah Desa Minggirsari untuk mengadakan 
kemitraan dengan BUM Desa Maju Makmur. 
Menurut Camat Kanigoro, sikap dari implementor kebijakan dengan 
melakukan kerjasama antara BUM Desa Maju Makmur dengan BNI tepat untuk 
menambah unit usaha BUM Desa. Seperti yang dikatakan Beliau sebagai berikut: 
“BUM Desa telah melakukan kerjasama dengan BNI. 
Kemarin direkturnya juga datang, ada semacam kemitraan 
di sana (Minggirsari). Jadi simpan pinjam BNI melalui 
BUM Desa itu bisa, nanti ada fee keuntungan yang 
diperoleh BUM Desa. Kan yang jelas, BUM Desa memiliki 
keterbatasan terkait dengan anggaran. BUM Desa 
dianggarkan oleh Desa, sementara permintaan dari 
masyarakat semakin tinggi, akhirnya menjalin kemitraan 
dengan BNI.”77 
BUM Desa Maju Makmur yang telah berjalan dengan baik, harus didukung 
dengan penyertaan modal yang besar. Untuk itu, kerjasama dengan BNI dilakukan 
untuk membantu penyertaan modal yang dibutuhkan oleh BUM Desa Maju 
Makmur. Bentuk kerjasama dengan BNI adalah dengan BUM Desa Maju Makmur 
menjadi agen dari BNI. Program kemitraan yang dijalankan tersebut diberi nama 




                                                          
77 Hasil Wawancara dengan Camat Kanigoro, Kabupaten Blitar pada tanggal 6 Maret 2017 Pukul 




Bumbung Laku Pandai 
 
 
Sumber: Foto Dokumentasi Penelitian. 2017 
Bumbung Laku Pandai merupakan bumbung dari bambu yang dapat 
digunakan sebagai tempat bagi warga yang tergabung menjadi nasabah untuk 
menyimpan atau menabung uangnya ke dalam bumbung tersebut. Bumbung Laku 
Pandai tersebut ditempatkan di setiap rumah-rumah warga yang menjadi nasabah, 
dan setiap bulannya pengurus BUM Desa Maju Makmur bertugas untuk mengambil 
dan mengumpulkan uang dari nasabah untuk kemudian di tabung ke rekening BNI. 
Untuk menjadi nasabah BNI lewat BUM Desa Maju Makmur, warga Minggirsari 
tidak dikenakan biaya administrasi dan cukup menabung di awal Rp.20.000, 
masyarakat sudah mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM.78 Menurut Direktur 
BUM Desa Maju Makmur, Program BUM Desa Bumbung Laku Pandai ini menjadi 
                                                          
78 Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur Desa Minggirsari pada tanggal 7 Maret 
2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
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program edukasi bagi warga Minggirsari untuk giat dalam menabung dan 
memudahkan warga dalam membuka rekening, setor tunai dan tarik tunai di BNI.79 
Ini merupakan salah satu inisiasi BUM Desa dalam membentuk suatu Unit Usaha 
untuk meningkatkan pendapatan BUM Desa. 
Dengan adanya bentuk kemitraan tersebut, BUM Desa mendapatkan fee dari 
BNI misalnya dalam pembukaan rekening, setor tunai dan tarik tunai. Antusias 
warga dengan program baru BUM Desa ini sangat tinggi, sehingga Unit Usaha ini 
dapat menjadi salah satu unit yang menghasilkan pendapatan tinggi untuk BUM 
Desa Maju Makmur. Seperti yang disampaikan oleh Direktur BUM Desa bahwa 
Program Bumbung Laku Pandai yang tergolong masih baru karena dibentuk pada 
bulan Januari 2017 yang lalu, untuk sekarang telah mendapatkan nasabah 80 orang 
dan omsetnya mencapai Rp.90.000.000.80 Program yang baru berjalan 3 bulan dan 
memiliki omset besar merupakan suatu potensi yang baik untuk terus 
dikembangkan oleh BUM Desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan BUM 
Desa.  
Layanan yang dapat diberikan BUM Desa kepada masyarakat dengan 
bekerjasama dengan BNI antara lain pembukaan tabungan, setor tunai, tarik tunai, 
registrasi uang elektronik, transfer, pembayaran (listrik, telepon, BPJS, PDAM, 
Multifinance, Tiket, dll), Pembayaran Pulsa HP dan Token Listrik.81 Layanan-
layanan tersebut termuat dalam perjanjian kerjasama antara BNI dengan BUM Desa 
Maju Makmur Nomor Agen: BNI/183/93504. Semua bentuk layanan yang dapat 






dijalankan oleh BUM Desa sekaligus fee yang didapat oleh BUM Desa telah diatur 
dalam perjanjian kemitraan tersebut.  
“Ya inilah yang sedang berkembang di masyarakat. 
Nantinya, jika program ini terus berkembang di 
masyarakat, maka kita juga akan menambah pelayanan 
seperti pembayaran BPJS dan memfasilitasi masyarakat 
untuk mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui 
BNI.”82  
Terkait dengan pengelolaannya, semua telah difasilitasi oleh BNI. Untuk 
saat ini, BUM Desa Maju Makmur belum dapat melaksanakan semua layanan 
tersebut dan masih menjalankan beberapa saja, seperti pembukaan tabungan, setor 
tunai dan tarik tunai. Fee yang didapat BUM Desa dari setiap buka rekening adalah 
sebesar Rp.5.000, setor tunai Rp1.000 dan tarik tunai Rp.3.000.83 
Unit Usaha yang bermitra dengan BNI ini termasuk ke dalam kategori unit 
usaha swakelola BUM Desa. Walaupun masih tergolong unit usaha baru, tetapi unit 
usaha swakelola yang telah dijelaskan tersebut merupakan unit usaha unggulan dari 
BUM Desa karena memberikan pemasukan yang besar terhadap pendapatan BUM 
Desa jika dibandingkan dengan Unit Usaha yang dikelola masyarakat. Hal ini 
dikarenakan unit usaha swakelola, hasil keuntungan 100% diterima BUM Desa, 
sedangkan untuk unit usaha yang dikelola masyarakat, BUM Desa mendapatkan 
keuntungan 30%. Namun, baik unit usaha swakelola maupun unit usaha yang 
dikelola oleh masyarakat, keduanya telah memberikan pemasukan yang positif 
untuk pendapatan BUM Desa.  





Hasil Pendapatan BUM Desa Maju Makmur tersebut selanjutnya dikurangi 
biaya operasional BUM Desa sehingga menghasilkan Sisa Hasil Usaha BUM Desa. 
Laporan Sisa Hasil Usaha BUM Desa Maju Makmur setiap tahunnya dilaksanakan 
dalam Rapat Akhir Tahun (RAT) BUM Desa. BUM Desa Maju Makmur 
merupakan salah satu BUM Desa di Kabupaten Blitar yang secara rutin 
mengadakan RAT.84 Adapun RAT dilakukan untuk menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban BUM Desa Maju Makmur oleh Direktur BUM Desa kepada 
Komisaris, Pengawas dan masyarakat. 
Permasalahan yang dihadapi oleh pengimplementasi kebijakan BUM Desa 
adalah minimnya potensi yang dimiliki oleh desa. Hal inilah yang disadari oleh 
pengurus BUM Desa sebagai salah satu kelemahan dari BUM Desa. Minimnya 
potensi desa untuk dikembangkan, mengakibatkan kecilnya pendapatan BUM 
Desa. Namun, disisi lain BUM Desa Maju Makmur juga menyadari bahwa potensi 
terbesar dari Desa Minggirsari adalah pada sektor pertanian, walaupun sektor 
pertanian bukan merupakan suatu potensi yang khas dari desa.  
Karena itu, di awal pendirian BUM Desa, sikap dari implementor kebijakan 
adalah dengan mengembangkan Unit Usaha Swakelola. Unit Usaha Swakelola 
yang pertama kali dikembangkan adalah Unit Usaha Saprotan (Sarana Produksi 
Pertanian). Saat ini terbukti bahwa Unit Usaha Saprotan merupakan salah satu unit 
penyumbang pendapatan BUM Desa terbesar.85 Unit Usaha Saprotan sangat 
                                                          
84 Hasil Wawancara dengan Kabid. Pembangunan Desa, Dinas PMD, Kabupaten Blitar pada tanggal 
14 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas PMD 
85 BUM Desa Maju Makmur. 2016. Laporan Pertanggung Jawaban BUM Desa Maju Makmur. 
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membantu warga yang mayoritas bekerja sebagai petani untuk memenuhi 
kebutuhan petani, seperti bibit, pupuk dan obat-obatan untuk pertanian.86 
BUM Desa Maju Makmur juga melihat potensi yang tinggi di sektor simpan 
pinjam. Oleh karena itu, BUM Desa Maju Makmur memiliki Unit Usaha Swakelola 
Simpan Pinjam Induk dan Unit Simpan Pinjam Pokmas yang merupakan bekas 
program dari UPK Gardu Taskin. BUM Desa melihat bahwa simpan pinjam 
memiliki potensi yang tinggi, sehingga bekas program dari UPK Gardu Taskin 
tidak lantas ditinggalkan, tetapi dikembangkan sampai saat ini. Unit usaha simpan 
pinjam baik yang induk maupun pokmas, untuk saat ini juga merupakan salah satu 
unit penyumbang terbesar pendapatan BUM Desa Maju Makmur.87 
BUM Desa Maju Makmur juga menyadari bahwa tidak mudah bagi BUM 
Desa dalam membuat unit baru. Misalkan seperti program usaha tetas telur dari 
Kemendagri, alat dan permodalan sudah diberi, tetapi program tersebut tidak sesuai 
dengan apa yang ada di masyarakat, sehingga program tersebut tidak dapat berjalan. 
Berkaca dari pengalaman tersebutlah, untuk saat ini BUM Desa hanya akan 
membuka Unit Usaha baru ketika usaha tersebut memang sudah benar-benar ada di 
masyarakat dan memiliki prospek yang tinggi untuk ke depannya.  
Selain itu, BUM Desa Maju Makmur memiliki inisiasi untuk lebih 
memfokuskan pada usaha swakelola.88 Seperti yang sekarang ini baru dilakukan 
adalah dengan menjadi agen dari BNI. Prospek dari Unit Usaha inipun sangat tinggi 
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dengan dibuktikan omsetnya mecapai 90 juta walaupun masih berjalan 3 bulan.89 
BUM Desa Maju Makmur juga sudah mulai mengembangkan usahanya tidak hanya 
di sektor pertanian saja, tetapi saat ini juga sudah mengembangkan Desa Wisata. 
Unit Desa Wisata ini tengah digarap serius oleh BUM Desa dengan ditandai 
dibentuknya Lembaga Desa Wisata (LDW) yang berfungsi untuk menjadi 
pelaksana teknis dari pembangunan desa wisata. Sikap-sikap dari implementor 
dalam melihat suatu potensi sangat diperlukan untuk pengelolaan BUM Desa. 
Implementor perlu untuk terus menggali potensi yang ada di desa untuk bisa 
dikembangkan. Sehingga tujuan BUM Desa untuk meningkatkan kemandirian 
perekonomian desa dapat terealisasikan dengan baik. 
5.2. Patologi Implementasi Kebijakan 
Model proses implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald 
Van Meter dan Carl Van Horn yang mengaitkan antara kebijakan dengan kinerja 
tidak selalu berjalan dengan sempurna. Hal inilah yang memunculkan patologi 
permasalahan dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, 
setidaknya terdapat tiga patologi implementasi kebijakan yang terjadi di BUM Desa 
Maju Makmur, yaitu terkait dengan kepentingan pelaksana kebijakan BUM Desa; 
terkait kepatuhan kelompok sasaran kebijakan BUM Desa; dan terkait dengan 
persepsi masyarakat terhadap kebijakan BUM Desa.  
5.2.1. Kepentingan Pelaksana Kebijakan BUM Desa 
Kepala Desa Minggirsari sebagai ex-officio Komisaris/Pembina BUM Desa 
Maju Makmur. Walaupun dalam pelaksanaan sangat berperan aktif terhadap 
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perkembangan BUM Desa, tetapi karena Kepala Desa Minggirsari memiliki latar 
belakang sebagai wirausaha, maka muncullah suatu permasalahan pada salah satu 
unit usaha BUM Desa. Unit usaha yang menjadi bermasalah adalah unit usaha 
batako. Unit usaha batako menjadi masalah karena Kepala Desa juga memiliki 
usaha batako yang dikerjakan secara mandiri. Sehingga terjadi persaingan antara 
Unit Usaha Batako BUM Desa dengan usaha batako yang dimiliki oleh Kepala 
Desa Minggirsari. 
Padahal ketika awal pendirian Unit Usaha Batako, potensi yang dimiliki 
untuk berkembang menjadi unit utama BUM Desa sangat besar. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh Kepala Unit Usaha Batako: 
“Kalau yang batako itu juga pengajuan. Batako itu dahulu 
sangat dibutuhkan untuk pembangunan, akhirnya kenapa 
saya mengajukan usaha batako. Potensi kan sudah ada, 
maksudnya pembeli sudah siap, sudah pasti, makanya 
BUM Desa berani. Tapi kalau sekarang, usaha ini sudah 
lama tidak produksi.”90 
Pernyataan ini diperkuat dengan hasil observasi dari Peneliti. Di bawah ini 
merupakan gambar sebagai perbandingan saat ini dari Unit Usaha Batako BUM 
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Perbandingan Unit Usaha Batako BUM Desa dengan  
Usaha Batako Kepala Desa 
 
  
Sumber: Foto Dokumentasi Peneliti yang diambil pada tanggal 16 Maret 2017 di Desa Minggirsari 
Pada gambar 5.5. tersebut terlihat sebelah kiri merupakan Unit Usaha 
Batako BUM Desa dan sebelah kanan merupakan usaha batako milik Kepala Desa. 
Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa Unit Usaha Batako BUM Desa tidak lagi 
beroperasi. Bahkan tempatnya terkesan tidak terawat. Selain itu, ketika Peneliti 
datang ke tempat Unit Usaha Batako BUM Desa tidak ada aktivitas sama sekali di 
sana. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Unit Usaha Batako BUM Desa. 
“Iya ini memang sudah lama tidak produksi. Karena tidak 
ada pesanan. Orang-orang lebih memilih memesan ke Pak 
Kades karena memiliki alat yang canggih, sehingga 
pesannya bisa cepat. Kalau sini kan masih manual biasa. 
Karena tidak ada pesanan, pekerjanya juga tidak datang ke 
sini, mereka memilih untuk bekerja di sawah.”91 
Karena adanya persaingan tersebut, membuat Unit Usaha Batako BUM 
Desa Maju Makmur tidak mampu berproduksi lagi. Namun untuk saat ini Unit 
Usaha Batako sudah tidak lagi menyumbang pendapatan yang besar. Bahkan unit 
usaha ini terkesan ‘mati’, karena sudah lama tidak beroperasi memproduksi batako. 




Hal ini karena Unit Usaha Batako kalah dalam hal persaingan dengan usaha batako 
Kepala Desa. 
Kepentingan Pelaksana Kebijakan lain yang menjadi permasalahan dalam 
implementasi kebijakan adalah bahwa BUM Desa dibentuk sebagai wadah untuk 
menampung bantuan atau hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 
maupun Pemerintah Daerah.  
“Sebenarnya BUM Desa mendapat bantuan banyak, 
penetasan telur, mesin pencacah rumput, mesin jahit untuk 
konveksi, keset. Namun itu tidak berkembang dan akhirnya 
ditarik lagi oleh BUM Desa. Sekarang masih ada mesinnya 
di gudang BUM Desa, jadi tidak difungsikan lagi.”92 
Aset desa merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Desa 
Minggirsari. Hal tersebut dikarenakan aset Desa Minggirsari banyak yang tidak 
terawat. Karena itu, Pemerintahan Desa Minggirsari bersama dengan masyarakat 
berinisiatif untuk membentuk BUM Desa Maju Makmur. BUM Desa Maju 
Makmur dalam pelaksanaannya memiliki peranan untuk menampung aset desa. Hal 
ini sesuai dengan tujuan dibentuknya BUM Desa yaitu mengoptimalkan aset desa 
agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.93 Seperti yang disampaikan 
oleh Kades Minggirsari sebagai berikut: 
“Mungkin karena rendahnya kualitas SDM, Koperasi di sini 
tidak berjalan dengan baik serta juga PAM DKB (Program 
Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan) 
hanya berjalan 1 atau 2 tahun itu juga sudah hilang. Tetapi 
dengan adanya BUM Desa Maju Makmur, paling tidak ini 
                                                          
92 Hasil Wawancara dengan Direktur BUM Desa Maju Makmur, Kabupaten Blitar pada tanggal 7 
Maret 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor BUM Desa Maju Makmur. 
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salah satu sebagai tempat untuk menyelamatkan aset 
desa”94 
Namun, hal ini yang justru menjadi permasalahan bagi pengimplementasi 
kebijakan BUM Desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur BUM Desa 
Maju Makmur sebagai berikut: 
“Padahal kan terkait dengan penyelamatan aset desa, 
otomatis kan program-program yang masuk berjalan atau 
tidak kan harus dicatat lewat BUM Desa. Otomatis akan 
muncul juga, aset di BUM Desa besar juga. Tetapi modal 
berupa alat itu kan tidak berjalan.”95 
Dengan demikian, secara otomatis juga nilai inventaris BUM Desa Maju 
Makmur menjadi besar. Padahal aset desa yang dicatat oleh BUM Desa belum tentu 
digunakan juga untuk usaha BUM Desa. Hal ini dikarenakan, banyak aset desa 
berupa alat produksi yang tidak sesuai dengan kondisi dan potensi dari Desa 
Minggirsari.96 Berikut adalah total aset desa yang masuk ke dalam BUM Desa Maju 
Makmur: 
Tabel 5.3. 
Total Aset BUM Desa Maju Makmur tahun 2016 
 






Jenis Usaha Sektor Riil AKTIF 
1. Saprotan 60.118.400 94.229.150 154.347.550 
2. Batako 15.050.000 13.558.265 28.608.265 
3. Jasa Penggilingan 
(Peternakan) 
29.850.000 5.400.650 35.250.650 
4. Krupuk  5.000.000 5.000.000 
5. Pembesaran Sapi  11.514.250 11.514.250 
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6. Bengkel Las  3.000.000 3.000.000 
7. Desa Wisata  124.572.600 124.572.600 
8. Penjualan Pulsa  873.000 873.000 
9. Askesos  7.877.500 7.877.500 
 TOTAL 105.018.400 266.025.415 371.043.815 
Jenis Usaha Sektor Rill TIDAK AKTIF 
1. Tetas Telur 17.290.000 15.000.000 32.290.000 
2. Keset 16.240.200 15.000.000 31.240.200 
3. Konveksi 13.910.000 3.438.000 17.348.000 
4. Bengkel 1.000.000 11.750.000 12.750.000 
5. Paving 27.889.400  27.889.400 
6. Coper 17.292.650  17.292.650 
 TOTAL 93.622.250 45.188.000 138.810.250 
TOTAL KESELURUHAN 509.854.065 
Sumber: BUM Desa. 2016. Laporan Pertanggung Jawaban BUM Desa Maju Makmur, Kabupaten 
Blitar Tahun 2016. 
Penyebab tingginya aset desa yang tidak aktif tersebut disampaikan oleh 
Direktur BUM Desa sebagai berikut: 
“Juga Program dari Kemendagri itu, TTG (Teknologi Tepat 
Guna), itu kan banyak yang tidak berjalan juga. Tetapi 
sekarang kan ditarik oleh BUM Desa, sehingga muncul di 
pembukuan keuangan BUM Desa. Oleh karena itu, Aset 
BUM Desa besar padahal pendapatan aslinya kecil.”97 
Pada tabel 5.3. tersebut, dipaparkan bahwa dari total aset BUM Desa sebesar 
Rp509.854.065, terdapat total Rp138.810.250 aset desa yang tidak aktif. 
Permasalahan yang muncul adalah pengimplementasi tidak mampu memanfaatkan 
aset tersebut sehingga aset tersebut menjadi terbengkalai. Sehingga masyarakatpun 
mempertanyakan terkait tentang kinerja dari BUM Desa yang memiliki aset besar, 
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tetapi memiliki pendapatan kecil dan kontribusi yang minim terhadap masyarakat.98 
Hal ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap para 
implementor yang mengelola BUM Desa Maju Makmur.  
5.2.2. Kepatuhan Kelompok Sasaran Kebijakan BUM Desa 
Salah satu tantangan dari BUM Desa adalah terjadinya pasang surut dalam 
pelaksanaan kerjasama usaha di masyarakat. Selain itu, perubahan karakter nasabah 
BUM Desa akibat ekonomi keluarga juga menjadi masalah bagi BUM Desa, seperti 
menunggak pembayaran pinjaman. Sementara, BUM Desa tidak mampu seperti 
Perbankan yang langsung menagih tanpa mengetahui latar belakang nasabah 
menunggak.99 Hal ini dikarenakan BUM Desa dekat dengan masyarakat, sehingga 
harus ada pendekatan tersendiri jika menghadapi nasabah yang menunggak. Ini 
merupakan suatu permasalahan yang dihadapi BUM Desa Maju Makmur selama 
ini.  
Dalam hal ini, para implementor kebijakan BUM Desa tidak menggunakan 
efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan BUM Desa karena untuk menjaga 
stabilitas di lingkungan desa. Walaupun tindakan ini kurang mengedepankan 
pertimbangan logis, tetapi perlu diingat bahwa keberadaan BUM Desa sangat dekat 
dengan keberadaan masyarakat. Sehingga diperlukan untuk menjaga keharmonisan 
antara BUM Desa dengan masyarakat desa. Dukungan dari masyarakat merupakan 
hal utama dalam perkembangan BUM Desa. Namun dampak yang terjadi bagi 
BUM Desa adalah BUM Desa lamban untuk berkembang karena permasalahan ini. 
                                                          




Akhirnya minimnya pendapatan juga menjadi dampak dari adanya permasalahan 
ini. 
Pelaksana operasional BUM Desa dalam hal ini masih belum mampu secara 
keseluruhan menerapkan seperti lembaga bisnis swasta lainnya, karena pemahaman 
di masyarakat bahwa kegiatan usaha BUM Desa masih untuk pemberdayaan 
masyarakat secara umum100. Jadi belum bisa dilaksanakan bisnis praktis secara 
keseluruhan.  
Selain itu, banyak unit usaha yang berhenti ditengah jalan karena beberapa 
faktor. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak berjalannya usaha 
seperti tetas telur, keset, konveksi, bengkel, paving dan coper sehingga aset desa 
tidak aktif. Misalnya dalam usaha tetas telur, salah satu faktornya adalah karena alat 
usaha yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat pengelola serta juga 
kondisi suhu Desa Minggirsari yang kurang sesuai jika melaksanakan usaha Tetas 
Telur. Selain itu, terdapat faktor lain suatu usaha tidak berjalan yaitu karena usaha 
tersebut tidak bergabung lagi dengan BUM Desa Maju Makmur dan juga karena 
bangkrutnya suatu usaha.  
Hal inilah yang menjadi permasalahan terkait dengan kepatuhan dari 
kelompok sasaran kebijakan BUM Desa. Kurangnya komitmen dari masyarakat 
juga menjadi tantangan bagi BUM Desa. Usaha masyarakat yang dulunya menjadi 
mitra dari BUM Desa, kemudian melepaskan diri dengan alasan sudah dapat 
mandiri. Seperti yang terjadi pada Unit Usaha Keset. Dulunya keset merupakan 
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salah satu unit usaha yang mampu menyumbang pendapatan besar bagi BUM 
Desa.101 Namun ketika sudah mampu bersaing di pasar nasional, unit usaha keset 
melepaskan diri dari BUM Desa, sehingga BUM Desa kehilangan potensi 
pendapatannya. Akhirnya unit usaha keset sekarang hanya menjadi Unit Binaan 
dari BUM Desa. Atas dasar tersebutlah, unit usaha masyarakat yang sebelumnya 
berpotensi dalam meningkatkan pendapatan BUM Desa menjadi tidak ada lagi. Hal 
ini terjadi pada beberapa unit usaha BUM Desa.102 Kepatuhan kelompok sasaran 
kebijakan BUM Desa ini menjadi permasalahan tersendiri bagi 
pelaksana/pengimplementasi kebijakan BUM Desa.  
5.2.3. Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan BUM Desa 
BUM Desa Maju Makmur merupakan lembaga yang dibentuk sebagai 
penggerak perekonomian Desa Minggirsari. Hal tersebut selaras dengan tujuan dari 
BUM Desa yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha 
masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan kerjasama 
dengan pihak ketiga serta juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan PA 
Desa.103 BUM Desa mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan 
membentuk Unit Usaha dari masyarakat serta juga mengembangkan usaha 
swakelola BUM Desa. Menurut Kabid Pembangunan Desa Dinas PMD Kabupaten 
Blitar, BUM Desa yang dapat melaksanakan kegiatannya sendiri dan memiliki unit-
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unit usaha yang dikelola dengan baik sudah dapat dikatakan sebagai BUM Desa 
yang mandiri.104  
Unit usaha masyarakat Minggirsari yang telah bermitra dengan BUM Desa 
Maju Makmur dan masih berjalan sampai saat ini adalah Unit Usaha Simpan 
Pinjam Pokmas, Unit Batako, Unit Jasa Penggilingan, Unit Krupuk, Unit 
Pembesaran Sapi, Unit Bengkel Las dan yang akhir-akhir ini tengah dikerjakan 
adalah Unit Desa Wisata. Selain itu, BUM Desa Maju Makmur juga pernah 
memiliki Unit Usaha lainnya, tetapi saat ini telah tidak aktif seperti Unit Tetas 
Telur, Unit Keset, Unit Konveksi, Unit Bengkel Sepeda Motor, Unit Paving dan 
Unit Coper.  
Walaupun BUM Desa telah memiliki unit usaha yang bermitra dengan 
masyarakat, tetapi dalam perkembangannya menimbulkan suatu kecemburuan 
sosial di dalam masyarakat. Kecemburuan ini muncul karena adanya beberapa 
pihak yang tidak suka ketika keberadaan BUM Desa yang sudah besar. Direktur 
BUM Desa mengibaratkan BUM Desa sebagai pohon. Seperti yang disampaikan 
dalam wawancara sebagai berikut: 
“Kecemburuan sosial, jadi yang namanya cemburu sosial 
itu kita menyadari BUM Desa sebelum besar, awal-awal 
pendirian, ibarat pohon masih kecil, angin juga masih 
semilir-semilir, orang kurang mau tahu. Begitu besar, angin 
yang menerpa juga begitu besar.”105 
Adanya kecemburuan sosial tersebutlah yang memunculkan isu-isu yang 
berkembang di masyarakat. Bahkan BUM Desa Maju Makmur pernah dijadikan 
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sebagai alat kampanye pada Pilkades Minggirsari tahun 2013. Menurut Direktur 
BUM Desa, ketika Pilkades Minggirsari tahun 2013, BUM Desa Maju Makmur 
digunakan oleh salah satu calon Kepala Desa untuk menjatuhkan calon incumbent 
yang notabene merupakan Kades yang saat ini menjabat.106 Calon Kades incumbent 
juga merupakan orang yang turut menginisiasi pembentukan dan pendirian BUM 
Desa pada tahun 2008 di mana kala itu juga telah menjabat sebagai Kepala Desa. 
Dengan adanya isu tersebut, mengindikasikan bahwa BUM Desa Maju Makmur 
karena keberadaannya telah dijadikan sebagai media untuk berpolitik. 
Isu-isu yang berkembang di masyarakat adalah bahwa BUM Desa hanya 
dikuasai dan dinikmati oleh beberapa orang saja. Isu yang ada di masyarakat adalah 
BUM Desa hanya membantu orang-orang yang dekat dengan Pengelola BUM 
Desa. Direktur BUM Desa mengakui bahwa BUM Desa memang memilih orang 
yang dianggap mampu mengelola Unit BUM Desa. Namun tidak berarti orang itu 
merupakan orang dekat dari Pengelola BUM Desa.107 Menurut Direktur BUM 
Desa, semua warga Minggirsari memiliki hak untuk menjadi Unit Usaha dari BUM 
Desa asalkan telah memiliki usaha dan usaha tersebut memiliki prospek yang baik 
ke depannya untuk kemajuan BUM Desa. Secara umum, persepsi masyarakat Desa 
Minggirsari yang masih menganggap bahwa BUM Desa hanya menguntungkan 
beberapa orang saja menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi pengimplementor 
kebijakan BUM Desa. 






` Penelitian tentang model proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik 
Desa yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Model proses implementasi kebijakan pada BUM Desa Maju Makmur 
menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan BUM Desa telah 
berlangsung dengan baik. Terkait dengan produk hukum yang menjadi dasar 
pembentukan BUM Desa masih menggunakan Perbup Blitar Nomor 8 tahun 
2011, walaupun telah ada UU Nomor 6 tahun 2014 dan Permendesa Nomor 
4 tahun 2015. Hal ini sesuai dengan instruksi dari pusat yang masih akan 
merevisi Perundang-undangan yang telah ada. Terkait dengan sumber daya 
kebijakan, BUM Desa Maju Makmur memiliki sumber daya manusia dan 
sumber daya finansial yang mumpuni dalam pengimplementasian kebijakan  
BUM Desa.  
2. Terkait dengan dukungan antar lembaga terkait implementasi kebijakan 
berasal dari luar maupun dalam BUM Desa berlangsung dengan baik. 
Karakteristik dari agen pelaksana kebijakan sendiri masih mengendepakan 
campuran antara bisnis dan sosial untuk mewujudkan tujuan dari BUM Desa. 
Selain itu, kondisi ekonomi, sosial dan politik juga turut mendukung kinerja 
implementor kebijakan. Hanya saja, minimnya potensi alam menjadi 
hambatan tersendiri dalam pengimplementasian kebijakan. 
3. Keterkaitan antara kebijakan dan kinerja tidak selalu dapat berjalan dengan 
sempurna. Sehingga memunculkan patologi atau permasalahan dalam 
implementasi kebijakan. Hal yang sama juga terjadi pada BUM Desa Maju 
Makmur. Kepentingan private pelaksana kebijakan mengakibatkan salah satu 
unit usaha BUM Desa Maju Makmur mengalami penurunan produksi. Selain 
itu, BUM Desa dimanfaatkan oleh agen pelaksana untuk menjadi wadah 
menampung bantuan atau hibah dari pemerintah. Selain itu, permasalahan 
juga muncul dari sikap ketidakpatuhan kelompok sasaran kebijakan BUM 
Desa. Seperti unit usaha yang sudah beromset tinggi melepaskan diri dari 
BUM Desa karena menganggap sudah mandiri. Sehingga potensi pendapatan 
dari BUM Desa menjadi berkurang.  Terakhir, persepsi penerimaan 
masyarakat terhadap kebijakan BUM Desa terkadang memunculkan 
kecemburuan sosial di dalam masyarakat desa juga turut menjadi 
permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan BUM Desa. 
6.2. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi akademis 
yang diberikan dari Peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Rekomendasi untuk Peneliti selanjutnya yang tertarik pada penelitian tentang 
model implementasi kebijakan BUM Desa adalah melakukan penelitian 
dengan membuat perbandingan model implementasi pada 2 desa atau lebih. 
Sehingga akan menghasilkan data yang lebih kompleks dan dapat 
dibandingkan untuk memberikan alternatif pilihan yang terbaik. 
2. Rekomendasi lain untuk peneliti selanjutnya adalah dengan menggali 
sedalam-dalamnya tentang model implementasi kebijakan dan agen-agen 
kebijakan  yang terlibat dalam perekonomian desa secara mendetail, sehingga 
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